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ABSTR AKS

Pemikian makin habis atau punabnya harta pusaka tinggi
sehinmgga wialai nilai dari masyarakat adat yag sehelumnya bemsifat komunal
dengan solidaritas yang tinggi menjadi magyarakat yang bersifat individu.

. Metode pendekatan yang dipergunaken Yuridis dan Sosiologis dengan
mengambil lokasi di Kelurahan Gunung Panggitun Kecamatan Padang Utara.
Adapun prosedur penjualan tanah harta pusaka tingpi mengacu kepada dua
sistim hukum yakni ;' Menurut hukum Agraria dan peraturan pelaksanaan laintrya
yang man asebelum tanah tersebut dijual terlebih dahulu harus didaftarkan pada
kantor BPN. Meonurat hukum adat dengan kedudukan dan kewcnangan mamak
kepala kaum gebapai pemimpin kaurn, maka di dalam sertifikat haitya yang di
cantumkan nama mamak kopala kaum yang bertindak atas anggota kaum,
schingga dalam penjualannya ~uggota kaum cukup memberikan persctujuan untuk
menjual harta pusakanya,

Dampak negalil hilangnya sendi atau (ali perekat batin anggots kaum itu
senditi yang dapat berpengaruh kpada tatanan social mayarakat persekutuan
malrilineal yang bersifal kekeluargaan menwju individualistis, Karena dijualnya
tanah pusaka, tidak tersedia lagi fahan untuk lokasi perumahan untuk anggota
kaum/generasi kaum :selanjutnya. ada fagi kebabanggan sebagai penduduk ashi
Minangkabau karena tidak mempunyai tanah pusaka. *

Dengan adanya kaum yang mau menjual tanah pusakanya untuk
dijadikan lokasi komplek perumahan, perkanforan dan szrana lainnya dengan
sendirinya secara tidak langsung kaum telah ikut membantu pemerintah di bidang
pembangunan perumaha /property.




A bstract

Yernawati. Notary Master Post Craduate Programme of Diponggoro University. Sludy of
so called Migh Inberitance Land Sale in implementation of Development Concerning
Development of Group at Gunung Panggilun Village, North Padang. Counselor :
Prof IGN Sugangga, SI.

As known before, there is close relationship between customary law’s society and their
lands . That is why rapidly development in West Sumatera especially in Minangkabau
changed the pattem of thinking of M 1angkabau partnership society particularly mother
of kampong leader inamak kepala kampong).

In ownership or sale of high inhentance land that occurred problem so that any mother of
leader was accused by her members, because in that case not all of the members
participated in the negotiation. L f
The purpose of this research is to know the ways and reasons ‘i\}hy customary law’
partership sold their high inheritance land to the developer and the impact t]mt would
happun due to this sale.

The using method in this research is socio-legal research and descriptive, In gathering
the data, we get meeting paper document, history and another similar related in this
researching object. !

Afterward from the result, known that selling or giving away the high inheritance land
have a simple reason called “money”, that is used for venture capital and left it up to the
members instead of bringing problem for the descendant in the next future. The impact of
this selling is rapidly city development that caused rice field and dry field are changed
become real estate or building and road. Meanwhile in other side, the members of the
ownership is moved aside and forced to move from their own land.

‘The reaction from the city government from this problem is so apprehensive and though
the administration in West Sumatera is too late to anticipate,
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PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Tanah dalam kehidupan monusin mempunyai hubungan yung erat don
tidak dapat dipisahkan, oleh karena manusia sejak lahir, hidup dan mcninégal
dunia twotap berhubungan dengan tamah. Dari tanah terscbut manusia
memperolch kescjahteraan  yang  schesar-besarnya.  Eratnya hubungan
manusia/masyarakat dengan tanah olch Bushar Muhammad dikatakan .bahwa

"didalam hukum adat antara masvarakat hukum sehagai kesatuan dengan tanah
M B 8
-
yang didhuidukinya terdapat hubungan yang erat sekali, yaity hubungan yang

bursumbor pada pandangan yang borsifat rcligio-tagis" !

Releigh Badowe mangibaratkan tanah scbagai scpotong intan (batu
permata) yang banyak sisi, adakalanya tanah sebagai ruang, alam, faktor
produksi, barang  bahwu tansh sebagai beda yang berkeitan dengan masyarakal
yang menimbulkan pandangan bshwa tanah sebagai kosmos dan pandangan
bahwa tanah sebagai tabungan,”

S. Dudisantoso memandang tanah  dengan menekankan  pada
keberadaan manusia di atas tanah (lingkungan), berpendapat hahwa manusia
sebagai makhluk territorial dalam arti manusia tidak dapat hidup terlepas dari

! Bushar Muhammad. Polcok-Pokok Hukum Adat, P.T. Pradnya Paramita,
Jakarta, 1988, Hal. 103.

? Releigh Barlowe Dalum Hermayulis. Penerapan Hukum Pertunahuan dun
Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan
NMatrilinenl Minangkabau i Sumatera Barat, Desertasi Pada Program  Pasca
Sarjana Universitas Indonesia, 1999, Hal. 1




wilayah tempat bermukim, Sebaogai makhluk sosial dan juga makhluk wilayah,
manusia ditakdirkan tidak dapat hidup sendiri, bahkan mempunyai naluri atau
dorongan unfule hidnp berl\clompnk dan selalu berhubungan satu sama lainnya
diatas sebidang tanah dan tidak dapat hldup terpisahkan dar1 tanah serta dapat

dipastiienn bulws setisp sktivites  mamsia sejak lainr sarnpat mcnmggﬂl
membutnbikan tanah,’ ¥
s Tanah scjak dahulu s:—m'xpéli'.sck_aremg luasnya rolatif tetap. Di lain
pihak  penduduk  sclalu  bertambah, .usaha-ussha  ckonomi dalam  pertanian
senmiin berkembang, begitu pula usaha industri pariwisata, per&agangan dan
perumshan makin berkembang pesat sejalan dengan lajunya pembangunan,
ditambail lagi penduduk yang sebagian besar berusaha bertani di pedesaan
menyebabkén pemenuhian  kebutuhan -te_rhaclap tanah semakin terbatas.
Keaduan demikian  menjudikan tanah mempunyai posisi yang sangal stralegis
din  meneysbabkan  masyarakal berlomba-lomba  untuk  menguasai  laneh
gehing,ga tidak jarang menimbulkan sengkc_—:l.aﬁkoﬁﬂik_
Tanah semakin Inma menjndi sumbor daya yang langkn sehinggn
semakin meningkat pula  kemungkinan pertentangan diantars  manusia
pengguna dan bersamaan dengan itu semakin rawan pula keadaan masyarakat

. . i
dart s gal a segl. :

Keadaan obyektif menunjukken bahwa di L.ahupaten Lombok Barat tansh

i

menjadi komodit: yang d1dambakm1 karena bisa mergaxgxkan kcuntungan yang

3 4 Budhisantoso dalam Hermayulis, Ibid., hal.2




besar, tidak heran kalauw dalom bisnis tansh i sering dijadikan spekulasi untuk

mencari untung.

Suryati Hartono ﬁl::ng:ntaka bahwa "bolch dikatakan 90 %6 dart perkury
waris menyangkut soal tangh dan rumah”,*

Di bumi Minangkabauy tidok ada yang tidal berpunys mulai dari
puncak gunung bukit, lembah dan pesisir pantai‘te!ah ada pemiliknya. Dilihat
dari faktor gencoligis penguasaan clan pemilikan tanah di Minangkabau dapat
digolongkan atas dua yaitu Pertama : tanah K: borstatus pusaka tinggi  kedua -
fanah dongan status pusaka rendah. Tanah pusaka tinggi ini fidak bolch
dipindah tangankan ke satu suku ke suku lain dan yang berhak me@varisi' tidak
pernah putus, dan selalu dilkukan twundemuron  dari  mamak kepada
R;:mcnmkan, Harta  pusaka tinggi ini morupakan kcpunyaan kaum dan akan
éiipunya_i sceara borsama-sama olch scmua anggota kaum, scmva borlak atas
farta ilu. Tunah pusaka Ungg ini diawasi oleh  mamak kepaln wurds dun
dipelihara oleh penghulu. Harta pusaka rendah ini adalah harta (tanah) yang
didapat dari pewarisan harta pencarian atau cancang latiah  dan taruko
(mengolah tanah kosong atsu rosnulivg) vang dilakukan oleh mamsk, Harta

yang termasuk kelompok i aduluh harts yang buru mengalami pewsrisan di

Sunaryati Tlartonn, Beberapa Pamikivan ke Arah Pembaharuan Mk
Tanah, Alwnoni Bandung, 1978, hal 8




bawah tiga tnpkatan  penerast harla pencarian  (selft earned pro;at:ﬁ.y) akan

menjadi harta pusalca’ tinggy bua telah diwariskan sampar tiga generas: keatas.

Sedangkan harta cancang latish diantaranys didapat dai hasil ussha dirsntawe.

Dari kedua pengslompokan harta pusake di atas terlihat bohwa mamak kepala

waris dan penghulu  mempunyai wéwcnang dan kewajiban untukk mengatur

dan menjaga keutuhan dan bahkan berusaha untuk menambahnya.
? Dilihat dari faktor gencologis-teritorial, maka bentuk hak atas tanah

vang timbul kotcrikatan masyarakat dengan tanah adalah scbagai berikut 2

I. manah ulayat nagari, yaitu scluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan
dikuasai oleh scluruh suku yang terdabal; dalam nagari.

2. mansh suku, yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau yang dikuasai oleh
oG anggota suku scoara (urun-tomurun di bawalt pongawasan panghuly
pu\;uk ataw ponghuly andiko sccara borsama-sama. Baik tanal torscbut
berasal duri pencmusn lanah lak berluan, ouncung latish baik dengsn

melakukan taruko alas tanah manah nagari, gadang manyimpang dimana

tanah tersebut berada di bawah pengawasan dan 'pr:meliharaaﬁ penghuly

'
i

dalam suku yang bersanghutan.

¥ Hermayulis, Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Thread
TTubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di
Sumatera Barat, Disertast, UL Takarta 1999, hal. 165-170.
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3. manah kaum, yaitw seluruh wilayah yang dimiliki den diklmsai “oleh slh.wtu
kanm secara turun temurun di bawah penguasaan penghulu atau datuk
dalam  kavmnya. Uanab tersebut dapat  borups tum;h yag borasal  duri
peristiwa godang menyimpang dari suku nfml, Tanah int cfiberdayakan

o ! i
untuk memenuhi kebutuban  semun anggots kaum, di bawah penguasson

dan pemeliharan tungganat,

(29
—

manah paruik, yaitu tanah yang dikuasai olch sivatu paruik. Manah ini

berasal dari pcmbagian lanah ulayat kaum karcna gadang menyimpang atau

karcna hasil penemuan atau terhadap dacrah baru,

5. manah keluarga ini tanah yang diluasai oleh suatu bagian dari paruik yag
telah mengalami pewarisan {etapi belum melebihi tiga generasi/berasal dari
pencarian, taruko dan lain scbagainya.

Schubungan  dengan  pokembangan  penduduk,  akan  kebutulian
perumahan  lerutama  musyarskul perkotaun, sedsngkan lanab/lahan  lersadia
sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat terbatas, maka
pemerintal membentuk badan  kebijaksansan perumahan nasional  dengan
Keputusan Presiden Nomor : 33 tahun 1974 yaitu BKPN, yané merupakan
‘.\fiigi:dx koordinast non structural yang dipimpin oleh menteri negars perumahan

rakyat dan bertugas memecahkan persoalan yang timbul di bidang perumahan,




membanty. merumuskan  kebijeksanasn pemerintah secarn lebih terarah dan
terpadu di bidang perumahan.

Semring  dongun  pertumbulun . ponduduk yemg vukup  tingei i
Indoﬁcsia dan adanya kecenderu‘ng‘.am berkurangnya tersedianya tanah untuk
pengembangan kota sehingga menjodikan nilai tonsh semekin tinggi dan
sangs! penting serts menimbulkan permasalahan di bidang ekonomi.

Kcbutuhan akan tanzh untuk koperluan pembangunan porumahan
harus pulal mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mc:ncap:a.ii masyarakat
adil _dan makmur, berdasarkan DPancasila, dan olch karcna it:ui harus pula
diadakannya Is'eseimhangan antara keperluan tanah untuk * kepentingan orang
perscorangan  dengan kepentinpan  masyarakst dan tidak mengabaikan tata
roang Kota.

| Dalam pelaksapaannya pongadaan tersebut dibangun ololf porusahaan
pumbangunan peranahan, Yuilu baden usuha yang berbentuk badan hukumn
yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas areal tanah yang
merupakan suatu linglungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana

lingkungan, fasilitas umum  dan  fasilitas  sosial yang  diperlukan  oleh

- musyarakasl penghunt lingkungan pernukiman s, sesusi dengun kelenluun

Pasal' 1 butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987.

Perusshsan pembangunan perumahan yang ingin memperoleh tanah untuk




keperiuan perusahaan terlebil dahulu harus mempunyai ijin loku;‘.ii dan Juas

tanah ditctapkan oleh pemerintah yaity ;

do Ui loleasl yunp tuusnyn ddule lobilt dus 19 hekear bugi davrab tingkat 1)
yang telah mempunyai rencena induk kota ditetapkan oleh Bupati/Wuli
Kotamadyn Kc[;uln Daersh Tingkat I1.

b. Ijin lokasi yang luasnya tidak lebih dan 200 hektar ditetapkan olch
Gubernur Dagrah Tingkat 1.

¢. ljin lokasi yang lnasnya Icbih dar 200 hcktar ditctapkan olch Gubernur
‘Kepala Dacrah Tingkat I sctclah mendapat persctyjuan terlebih dahulu dari
Menteri Dalam Negerd.

Selama  belum  diberikan  penstapan  ijin lokasi: perusahaan  yang
borsangkutan tidak  diporkenankan untuk  molakukan pombelian/pembebasan
tanal baik scoara fisik mavpun yuridis. Sctelah mondapat ijin lokasi dan luas
{unnh, perus#huan secara  lungsung aken melakukan pt:mbcbésan tunah
schagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun

1976.°

i

" Untuk merealisasikan kebijaksanaan tersebut, dikeluarkan keputusan

Menler ‘Ncgura Perumshan Rekyat Nomor : 02/KPTS/1990. Tenlung

¢ Andi Flam zah, T Wayan Suandra, BA Manalu “Dasar-Dasar Fikum
Perumahan” Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 1990, him. 10-13




pengadaan  perumshen  dan pemukiman  denpan  dukungan  fasilitas  kredit
pemilikan kapling stap bangun dan kredit pemilikan rumah, yang dibiayai oleh
bank-bank yang telah ditstapken oleh Bank ludonesia,

Akibat dari Kepuiusan I\?ien‘te:ri Negara Perumahan Rakyat Nomor :
02/KPTS/1990 yang memberi Icese:ﬁpatan pada paxu§d1m perumahan untuk
mengembangkan  usahanya maka | bermunculan  perusahaan ' perumahan
(developer) di Sumatcra Baral khususnya di Kota Padang. Dimana devefopsr
terscbul  berlomba-lomba untul-l: mendapatkan  tanah  scloas mu:_lgkin,
kadangkala diikuti dongan porsaingan  harga  yang cukup tinggi dan
menggiurkan bagi pemilik tanah,

Scbagaimana diketahui bahwa umumnya pemilikan tanah-tanah yang
luas di Sumatera Barat adalall tanah yang berasal dari Hak Milik Adat, baik
berupa Tanah Hak Ulayat, Tanah Pusaka tinggi, maupun tanah pusaka rcidah
yung muna pemilikannys adalah seourns komunal aluu seoars bersama dengun
kaumnya. Hal ini juga diakui oleh Undang-Undang Pokok Agrarie Indonesia
yaitu Undang-Undang Nomor 5 talun 1960 dalam Pasal 17 yang mengakui
adanya sistem pemilikan bersama atau pemilikan secara akcnm_mal.

Musalah-masalsh pertanghan merupakan permasalahan nasional selain
tentang terbatasnya lahan, tetapi di Sumatera Barat _i};gu mempunyai oiri yang

khas, karena adanya struktur kepemilikan dan penguasasn tanah yang bersifat




komunal schingpa dalmﬁ peralihan hak atas tanah, harus dengan persetujnan
selurull anggota koum/subu., Menwut ketentusn adat Minangkabau tanah
pusaka atau isi lumbung/isi ampang p:uuk hanys boloh dikeluarkan dan dijual
klau terjodi sebab-sebab yarig empat p&kz&ru :

1. Rumah Gadang Katirisan (Rumnh Gadang Ketirisan).

 Mayik Tabujua Ditangah Rumah (Mayat T erbujur Ditengah Rumah),

9

il

. Gadih Gadang Alun Balaki (Gadih Gadang Belum Kawin).

L

- Mambanghik Batang Tarandam (Adat Pusaka Tidak BerdiriPengangkatan
Scorang Datuk),

Kalau bertemu dengan masalah dari salah satu empat perkara di atas
maka tidak Keyu Janjang dikapiong, f].d(-'ﬂ,i;' emas bungkal diasah artinya ::kalap
tidak ada porsediaan dalam lumbung lagi, tidak ada pula‘ tanmnalt tua yang
dijadikan vang, apa bolch buat harta itu sendiri bolch digadaikan atau dijual.’

Pada prinsipnya menurul masyarakal Minangkabau menjual atay
memindahkan harla pusaka tinggl adalah swvatu ail/malu besar bagi kaum,
karena tanah pusaka tinggi fungsinys henya mltuk dinikmati dan bersifat turun
temurun yang berasal dari nenck moyang, sehingpa apabila ada suatu kaum

yang memjual  harta pusska linggi ada  kepercaysan  dulsm mausyurakat

" Magchtar Naim, “M enggali Hukum Tanah dan Flukum Waris
Minangkabau”, $1i Dhamma NV Padang 1968, him. 30
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Minangkabau bahwa yang menjual mendapat kutukan da_r.i' fxmc;k :&oyang yang
telah mewariskan harta pusaka terscbut. Di samping itu, kaum tersebut juga
mendapat hinaan dart masyarakat selempat,

*Untuk diketahui menandakan apakeh susty keumr itw  merupaken
penduduk asli atau asal dari suatu x‘;yiluyuh di Minangkabau ditandai dengnn
adan@ . Tanah Pusaka, Rumah Gadang/Rumah Asal, Pandam Perkuburan,
sghingga masyarakal Minangkabau tidak mungkin untik menjual  tanah
pusakanya, kecuali ada alasan yang memenuhi syarat terscbut di atas.

Menurut hukum adat Minangkabau struktur kepemilikan dan penguasaan atas
tanah di’kenal sebagai berikut :
L Tanah Ulgyat Nagari
Adalah hotan atavpun tanah yang borada dalam pengelolaan Nagari.
Biasanya tanah wlayat ini diporgunakan untuk kepentingan yang borsifat

urman seperli untuk magjid dan scbagainya,

[

Tanah Ulayeat Suku

Adalah tanah yang dinnliki oleh kawn yuang merupakan milik b;ersmna dari
o o fi L

seluruh - anggota  kaum  dan diperoleh  secara  turun  temnwun,  yang

pengawasannya berads di langan Mamak kepala suku atau kepala kaum,

3. Tanah Puscaka Tingei




I1

Adalah tanah yang dimiliki oleh keum yang merupakan milik bersama dari

seloruh  anggots  ksum  dan  diperoleh scoara turun temurun,  yang
[PCHEHRIMW ANl Ly (HH R R Lh LU LML AR RO Kuu,

4. Tanah Pusaka Rendah adalah horta yung diperoleh sescorung atau sebush
paruik berdasarkan pemberian atau hibhh maypun yang dipunyai keluarga
berdagarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan sebagainya.® |

Dalam perkembangannya Tanal Uldyar Nagar::' maupun Tanah Ulayar

Suky di beberapa Nagarl di Sumatcra Barat {masyarakat adat Mi.rmngkabau)

hampir punah, hal ini dapat dilihat dengan dibukanya lahan untuk perkebunan

besar  seperti  perkebunan  kelapa  sawit  atau pembukaan  Ilahan untuk

Trapsmigrasi sehingga tanah ulayat tersebut Telah beralih kepemilikan dan

fungsinya, Sckarang yang wmasih ada, Tanah Harta Pusaka Tinggi dan Tanah

Pusaka Rcmcla_h, akan totapi karcna pongarul sosial ckonomi, tanale-tatah

Lcrst;bug Telah banysk puls yung berpindah tangan,

Di Kodya Padang berdasarkan pengamatan penulis tangh harta pusaka
tinggi yang akan merupakan obyek penclitian tesis imi Telah banyak beralili
menjadi m:‘eal perumahan yang dibangun developer, meskipun masih ada kawm

yang memperishankan  langh harls  pusuka  tinggl, Akan  letapi, karena

¥ Sajuti Thalil, “Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di
Minangkalau”, Bina Aksara 1985, hal 4-5.
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penawaran - yang  cukup tinggi uang  yang  banyak oleh | developer,
mcngal;ibalkzm atay mempengaruhi pela pikir mamak kepala waris dari suatu
22 TH t,!l;;ugm ke I‘Eliguk;!llml Plegerl Qlefl HHEEOM KUl MUY KCIUIGLMKUIIYS
karena mamak kepals waris tidek mengikutsertakan unggota knumnya scoara
keselunﬂmn dalam menjual tansh pusaka tingpi,

Pembangunan perumahan  oleh cfe_:x;émper mengakibatkan banyaknya
tanah hartq, pusaka tingg beralih pihak ketiga atau pihak lainnya. Hal ini akan
mcmba;wa dampak sclain makin habisnya tanah harta pusaka tinggi yang
dimiliki suatu kaum, juga akan mempengaruhi terhadap struktur sosial dan
pola pifcir masyarakat Minangkaban yang semula sangat kental solidaritas yang
tinggi sckarang sudah mulai bewifat individu dan keluarga besar menjadi
keluarga inti.

Tauah harta pusaka tinggl moerupakan porckat kci{cllleu;gaan‘ dari snatu
kaum, hal lerscbul dapal dilihat duri fungsi harte- puseks ilu sendinl, dimana
yvang menikmati hasil adalah anggota kaum yang pcremnuan dan yang laki-laki
terulama inamak kc::paia waris hanya mengawasi peruntukan serta kegunaannya
untuk kesejalderaan anpgote kawnnya dan mamak kepala waris Jjuga berperan

mewukili harty badan hukum (kaum) ity ke dalam dun keluar pengadilan.®

¥ Seminar Hukum Tanah dan Hukum waris M inangkabau di Padang 1968
dan di Jakarta 1983.




Contoh : sawsh atav ladang milik dari suatn kaum dikcrjiakan secars
gotong royong oleh seluruh anggota kaum (balik laki-laki maupun perempuan)
dan hasilnys dibagi olch mamuk kopals waris puda mssing-masing psrusid:
(keturupnan  perempuan  yong ildi‘l. dalom koum terscbut) atau dipergunakan
untuk keperlunn memperbaiki mm..:frh gadang/rumah asal, untuk mengewinkon
kc:;zénalum perempuan, untuk menebus harta pusaka yang tergadai dan untuk
54 c‘:rq{ga{c Datuak.

Di Minangkabau suatu bcban atau masalah  dipccabkan sccara
bersama-sama/sceara gotong royong, pepatah adst mengatakan ;
Barek samo dipilua, ringan sama dijinjing.
Rabukile samo mandal, kalurah .s'c.m-m PHQRIEIUA,

Dengan makin habis atau punalinya harta pusaka tinggi schingga nilai-
nifai  dari  masyarakat adat yang scbolummya bersifat  komunal dengan
soliduritus  yung linggl menjadi mesyuraksl yeng bersilul individu, 1lal ini
dapat dilihat dalam kehidupan sckarang, klmsusnya di perkotaan, yang
dallunya pesta perkawinan di runah gadang/munah asla, sekarang tidak ada
lagi, karena untuk mengawir'zn kemenakan perempuan tidak lagi menjadi

tanggung jawab paman (saudara laki-laki ibu), dan sud;xh merjadi "tanégtmg

jawab ayuh dan juga biaya perkawinan tidak lagi berasal dari harta pusaka

linggi.
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3. Permasaianhan

Kebutuhan  masyarakat terhadap perumahan yang  semakin
mendesak  sgjalan dg-;ugau pertumbulin ponduduk toretamy df  porkotuun
scears langsung okon berhadapan dengon kebutuhan aken tanah atau lahan
yang dapat dipergunnkan untuk pcnﬁpngtma:n perumahan bagi developer
atau pengembang khususnya di Kodya Padang akan berhadapan dengan
tanah adal terutama tanah harta pusaka tinggi yang dimiliki suatu kaum,
sedangkan tanah perorangan/pribadi, luasnya sangat terbatas,

Scbagaimana diuraikan di .atas tanah harta pusaka tinggi tidak
mungkin dialihkan karena hal tersebut merupakan aib at:;u ras'.a; malu bagi
kavmnya kecuali dalam hal yang telah ditentukan secars limintif dan ity
pun harus disctujui scluruh anggota kaum. Akan totapi karcna pongaruh
pola piker dan ckonomi maka tclah banyak harta pusaka yang boralilydijual
menjadi  lahan  perumshan  pada  developer/pengembung, _dan aklurnya
dimiliki oleh perorangan bail secara tunai/kredit.

Dalam hal ini akan dirumuskan permasalehan yeng akan menjadi
penelitian sebagat berikut
1. Bagaimanu 1x31a/pruscg1urc penjusian harts pusaka lnggl tersebut 7
2. Mengapa persekutuvan hukum adat matrilineal’kaum di Minangkabau

khususnya kota Padang mau menjual tanah harta pusaka tingginya ?




3. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap  dijualnya tanah harta

pusaka tinggi tersebut ¥

C. Tujuan Penelitian

Seeurn garis besar penelitian ind bertujuan

1

.3

Untuk mengetahui langkah apaksh yang ditempuh oleh suatu kaum
untuk menjual tanah harta pusaka tinggi dan bagaimana pola/proscdur
penjualan tanah harta pusaka tinggi.

Untuk  mengotahui - alasan-alasan  penycbab  persckutvan hukum
adatkaum menjual tanah harta pusaka t.ingginya pada developer.

Untuk  mengetabni  dampak-dampak  apa  yang tgcljadi akiba.t.
dijualnya/dilepasnya  tanah torsobut,  baik  bagi kaun yang

bersanpkutan/pun bagl masyarakat luas di Minangkabau.
&7 b RS i

D. Manfaat Penelitian

1.

2

et

Untuk menpgetabu dant aspvelli keilmuan dan praktisnya ldari dalam
masyarakat matrilinsal (Minangkabau) terlindap keberadaan .tml_ah hatta
pusuka linggl khususnys Kodya Padang,

Hasil penelitian tentang alasan-alasan untuk menjual harta pusaka tinggi

di luar ketentuan hukum adat Minangkabau yang dapat dijadikan alasan
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i 3

pembenar  dainnya  dan dapat dilerima  oleh masyarakal  adat

Minangkabau.

3. Dongan mengotahui  dumpak  torhmdap  dijuddnys eanal farees [‘u;;sutm

tinggi oken dipergunckan sebagni pedoman/acuan untuk menentukan

sikop masyarakst Minangkabau, apakau tanah harts pusaka tinggi masih

harus dipertahankan dan bagaimana mengelola hasil penjuatan tanah
harta pusaka tinggi yang bormanfaat bagi  kaum tcrscbut schingga
walaupun' dijual tanah harta pusaka tinggi .masih ada pcrckat antara

anggota kaum.

B, Sistimaatilka Peaulisan
Dalam  ponulisan  tesis ind porlu  adanya  Sistomatika Penulisan,

schingga dapat dikotalwi scoara jolas kerangka dan isi tesis yang ditulis.

Babl :  Pendashuluan

Akan memuat di dalamnya mengenai latar belakag masalal,
rumusan masalalt, tujuan penelitian dan wanfaat penelitian, |

BablI Tinjauan Pustaks |
Akan  membicarakan  {opograll  persekuiusn musyarakal  adal
Minangkabau  pandangan  dan  filsafat hldup ‘masy;n"‘z‘lkﬁt

-0t
Minangkabau serta landasan adal tentang pengaturan penguasaan




Bab III:

Bab IV :
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tansh secara bersema dan komsep pemilikan dan penguasaan  di
Minangkabay kemudian menjelaskan  meogenai pengertian  harta
pusaka tinggl, fungsi dun hogunsan harea pusiken tiHgsl, syarut-syarat
peralihan harta pusaka ling‘ggi sertn perunsn don fungsi mumah kepala
kaum  sebngni pemimpin koum. Selain ity akan  dibahos juga
mengenai  perkembangen | sosial masyarskal yang mempengaruhi
perubahan pola struktur masyarakat Minangkabau.

Mectode Penclitian

Akan membicarakan mengenaj nicwdoiogi penclitisn yang meliputi
nelade  pendekatan sosialegal  research, penentuan sample, jenis
sumber data, tsknik pengumpulan data, alat pengumpulan data
teknik ponumpulan data, toknik analisa data dan toknik pengeockan
validitas data.

ITusil Penelitian dan Pembahasun

Akan membicarakan mengenai hasil pm_lclitian dan pembahasan
meliputi alasan anggota kautn/mamak kepala kaum menjual harta
pusaka tinpginya, cara peraliban/pelepasan harta puseke tingai
kepada perusahuan properly, kelenlvan daersh selempsl yung harus
ditaati oleh properti berapa Iuas tanah yang diberi izin lokasi oleh

pemerintah daerah cara mendapatkan {jin lokasi dan syarat-syarat




Bab V

I8

yang harus dipenuhi oleh property, serta dokumen apa saja yang

diperlukan. Bab ini akan diakhiri dengan membicarakan tentang
dampak psmbayaran properti terhadap dijusinya harta pusaka tinggi
terhadup kaurn tersebut, aspek sosial don aspek ckonomi.

Penutup B
Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan akan
diakhiri dengan lampiran yang terkait dengan hasil penclitian yang

ditemukan di lapangan yang dipergunakan scbagai pendulung

pembahasanhasil penclitian,

e et P
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BAB i1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem dan Keterbukaan Budaya Minangkabau
Budays minagkabau memilih sistem terbuka  atas berbagai budaya,.
Keterbukean ini memudahkan masuk den berkembangnya sustu nilai atau
idiologi dari Iuar, Hal lini terlihaﬁ dart respon positif masyarakat maupun
adat tradisional sctempat terhadap nilai, idiologi dan organisasi yang masuk
keminangkabau, Mamun semua itu _tiqu terlopas dari dinamika masyarakat
minangkabau yang divujudkan dalam budaya konflik (navis, 1986:7-12).
Masyarakat Mmangkaban memiliki tadisi yur;g longgar terbadap budaya
dari luar, apakah itu menyangkut niali dan idiologi. Budaya keterbukaan ini
didukuang oleh tradisi masyarakat yang suka icrantau, scbagimana torlihat
dari falsafah menyatakan “karanatan madang dehalu, berbuak busnga
belum, karanton bujony dahinlu, dikampung berguna belum. "'°

Untuk memahami keterbukaan budaya Minangkabau, kita dapat lihat dari

falsafaly desar yang dikembangkan dalam budaya Minangk;abau, yaitu

“alam tokambang kjadi gura” (navis, 1986:59). Falsafah itu mengandung

1 Ada enam umsure dalam melihat tradisi merantau  masyarakat

Minangkabau, yaitu merantay dengan kemauan sendiri, pergi meningpalkan kampung
uniuk Jungka wakiu lama alaw sementara, mengadu nasib ke negen orang, menuntut
ilmu, mencari pengalaman dan lembaga social yang telsh membudaya. Lebih lanjut
Maochtar Naim, Merantaw © Pola Migrasi Suleu Minangkabau, TGN Pers, logyakarta,
1984, hal.2-3. ' - .
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. |
makna bahwa setiap fenomena yang terjadi di alam ini, baik it bersifat
a‘llamix_ah maupin berasal dart pola perilaku dan pcmiliiran mam_lsia‘ dapat
dijadikan sebagai guru dalam kehidupan. Sebagai gur:u tentu tentu Ld_apat
kita jadikan sebagai pedoman, acuan dan pola pemikiran ciulam 'hidup
bermasynrakat (Dt Sanggono Dirgjo, 1955:28-30) .

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat minangkabsu, peranan

? .
clit localltra;lisional atau tigo tali sapilin (penghuly, alim ulama dan cerdik
pandai) sangat menentukan sckali dalam perkembangan suatu nilai dan atau
idiolgi tertentu. Posist clit Iocai scbagai orang yang dihormati dan discgani
masyarakat akan berdampak positif pada pemahaman pengtkutnya, karena
masing masing elit local mempunyai masanya sendiri, Elit penguhulu yang
moniliki masa yang borasal dari anak kemenkannya, orang yang saty suku
atan kaum dengannya. Elit ulma mcmpunyai masam oranbg yang bolajar
aguma di surau atéu mesjid. Sedungksn elit cerdik pandui yang Karenu
pemikirannya selsalu dilibatkan oleh pengusaha local, seperti pemerintahan
Nagari maupon olsh pemerintah Hindi Belanda ( Abdulleh diilatn Claire
Holi,1981:179-243). ‘
cei . '

Perlu diketabiut bhiawa sislemn nagari dulam bﬁc_laya niinangkﬁbuu

memilki satu kesatuan yang utuh dan mengakar kuat_ dalam kehidupan

masyarakat . setiap nagari mempunyai sistem pemerintshan  dan otoritas
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sendiri  dalam mengambil suatn  kebijakan menyangkut  kelansungan
kehidupan nagari itu sendiri . dengan demikian nagari dalam suatu budaya
minangkabau ikatan emosional yang kuat jika dibandingkan dengan ikatan

minangkabau dalam arti keselurvhannya ( Zaiyrdan, 1 996:77-78).

Bentuk dan Sistem Masyarakat Adat Minangkabau

Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan yang bersifat
matnlincal dimana garis kcturunan ditarik menurut garis ibu (é suku ébi ),
Dacrah ini terletak didacrah sumatcra Barat yeng dikenal dengan Ranah
Minang . Secara geogmﬁs letalk wilayaiw ini memanjang dnn harat laut
tenggara yang membujur dipesisir barat pﬁlau Sumatera, terletak antara
00 derajat 55 lintang Uatar samapai dengan OZ derajat 35 Lintang Sclatan
dan 99 derajat 10, Bujur Timor sampai dengan 101 derajat 55 Bujur Timur
(Uduk tormasuk. kepulausn menlawai), Pengertisn minangkabuy (iduk persis
sama dengan pengertia Sumetra Barat, karena Kkata minangkabau lebih
banyak mengadung mankna sosio — cultural, Sedangkan kata swmnerta Barat
Iebih banyak mengandung makna geogratls administratif, dengan demikian
dapal dipahami bahwa minangkabay terleisk daiam geogralis administralil

sumatera Barat,

b
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Wilayah alam Inil\ttl];"':l“:}lh%!lll ashi menurnt diteratore trm.li:jimml
minangkabau dalam tambo adat alam minangkabau dibagi atas Luhak nan
tigo yaitu : fuhak Agam, Luhak 'Tanah Datar dan Luhak limo puluh Kato,
yang oleh masyarakat minang disebut “darck”, Sedangkan untuk doerah |
lainnya disebut Rantau yang merupakan perlunsan wiluyah setinp luhak,

1. Rantau Luhak Agam meliputi dari pesisir Barat muali dari Pariaman

sampai Air Bangis, Luhak Sikaping dan Pasaman.

to

‘Rantau Luhak Limo puluh Koto mcliputi bangkinang lcmbah kampar
kiri dan kampar kanan dan rokan

3. Rantu T.uhak Tanaha Datar meliputi  Kubang tiga helas, pesisir

Barat/Selatan dari Padang sampai Indera puro, kerinei dan muaro labuh,

Jika di tarik garis batas dacrah minangkabau astidongan dacral rantau, akan
terlihat bahwa batas-batas yang dikomukan dalam tambp, Tolah ‘lmcncakup
semua dnorati Tingkal 11 (kabupaten) yang tedapat di Sumatera Baral, Yuitu
Kabupaten Agam, Tamah Datar, Limo puluh Koto, Pasaman, Padang
Pariaman, peisit selatan, Solok dan Sawah Lunto Sijunjung, ‘!5:
Mengenat  bentuk  dan  susunan  organisasi  sosial masyarakat

minangkabau  adalah  persckotuan hukum  disbeut nagari, sctiap nugari

" Imma  Setyowati Soemitro, SH “Beherapa aspek  kewarisan  pada

kekerabatan matrilineal “Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1994, hal.2-3.

i e S
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mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai anpgota masyarakat sendiri
dam mempunyai kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat nagari. Tiap-
tiap nagari ferdiri atas empat suku dan tiap tiap suku mompunayai tata
susunan yong tetap terdist dari beberapa bagian yang disebut :

1. Rumeh gadang otou paruik/jurai, begion dari paruik, ini terdiri atas

beberapa nengk dengan anak — anaknya (laki- laki dan perempuan)

samande.

2. Pengurus persckutuan hukum dikctuai olch scorang penguhuly andiko
sedang paruik/jurai  dikepalai olch  scorang lumgganai.-’manmk kepala
waris/mamak kepala kaum,

3. Harta pusa-ka divrus oleh penguhulu andiko  dan harta pusaka tersebut

tidak bolch dihibahkan atau diwariskan pada scorang anggota korabat
yang bersangkutan, hanya bolch dinikmati  dari kerabat ity digcbut
ganggam baunluak” dan lidak boleh dijual ateu dialihkan kepelikannya
jpada pihak lain atau suku lain.'?
Jika disusun unit ~ unit organisasi sosial tersebut diatag seoara berurutan
dari yang terkecil samapsi yang terbesar, maka susunnya al%an terlihat
sebugul berikut ;

1. samande

' Surcjo Wignjodipuro, SH "Pengantar Asas-Asas Iukum Adat” hal.73
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2. Paruik

3. Suku

4. Nagar
Semua kesatuan sejek dari Samande, saparuik, suku adalsh merupakan uhut
geneoligis sedangkan Nogari merupakan unit terriforial. Sehinggn masyaralkat

hukum minangkabau disbut bersifat geneoligis territorial, karena warga

]
1

mas'j:;'arakat terscbut hidup bersama dalam wilayah / ulayat tertentu merasakan
adanya pertalian darah antara scsamgmya. Scdangkan tata susunan nagari ini
ada dua macam yang lahir menurut ajaran kedua ninik moyang yang pcmi;npiin
orang minangkabau yitu : Datmk ketumaggunggan (I(nt(; piiiangj dan datuk
parapatii nan Sabatng (Bodi caniago), masing masing ninik moyang itu
mepitmpin dalam koarasanuya scbagai berikut : |
1. Ditanah Agam botlaku adat bodi céuiago ditmana pimpinan nagari
terfolak ditengan permulskaton pars pengubuly andiko yung sederajal
kedudukannya dan dibanlu oleh imam Kkhatib serta orang banyak
dinagari, Balairuangnya dibangundatar. Karena laras bodi caniago
menganut  prinsip duduk menganut prinsip duduk sama rendah tepak
sama lmggl (sistem demokrasi) dengan semboyan mambusuik da bumi

{membersit dart bumi).

¢ e g




| |
2. didacrah koto pilinng (Tanah datar dan limo koto) para paruik yang

tergabung apa yang dinamakan “kampuang” (kampung) bersatu dalam
perikatan disebut suku, tiap suku dikepalai oleh kepala suku yang
distbut kepalp andike  yang merupdakan kepala paruik yang terlzemukan
dari kampung  don’ mempunyni  kekuasaan yang  mendiri.  Pucuk
pimipnan  dipegang  oleh  scorang (}3'enghulu pucuk) yang sclalu
bermusyawarah  dengan para penguhulu andiko  dari suku-sukn di
kampung , ia dibantu olch tigo orang yang dihormati dalam masyarakat
yaitu ; |

¢ 1. Untuk urusan Pamong praja di sebut Manti

&2

Untuk urusan polisi praja disebut Dubalang
2. Untuk urwsan agma discbut malin

Sontuk balaiurangnya  mompunayai ajung yang bortingkat dua,
Karena susku kolo puling menganut prinsip “ berjenjung naik bertangga
turun® (sistem  otokraitis) dengan semboyannya titie ‘dari aleh (titik dari
atas). : |
Dalam perkembangannya dewésa ini ini tidak dapat dibgdakan lagi
secara legus, mana orang menganul sisiem Koto Pilisng din mana yung

menganut sistem Bodi caniago. Secara umun kedua sistem itu Telah

berlaku secara campuran, yang saling isi- mengisi . bahkan dalam




26

kenynmtasnnyn schart hari lebih con.cliong menurat sistem bodi caniago yang
demokratiy (.linnm.u pringtp musyawarsh dan mufakat diamalkan  sebaik
baiknyadalam tiap proses pengambilan keputusan. "

Dalam  penataan  berbagai  segi  kehidupan mesyarakat
minangkabau berpegeng kepada adat, syarnk, don undang undang, yong
dikenal dengan tali bapilin tige (tali berpilin tigo) merupakan faslasafah
dan pandanggn hidup msyrakal minangkabau. Maknanya hukum adat
bersendikan k.cpa_da syarak (syariat islam).

Syariat yang borsendikan kepada kitab Allah, semua yang dikatan
oleh syariat haruslah  tewpakai * falam  adat dengan demikian landusan
tersebut menjadi ibarat cemmin yang tak pernah kabur atau bak pelita nyala
yang tidak akan pornah padam, ia sx‘;lalu bisa dijadikan ccrmin dan wntuk
sclamanya dapat, menjadi suluh pencrang.

sedunghkan adal itu sendiri lebagai stus empat mucam adat, yaitu ;

1. adat nan sabana adat.
2. Adat nan diadatkan.
3. Adat nawn teradat,

¢, Adat stiadat

" Penelitian Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, 1979, hal.13. . 5
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Yang dimaksud dengan dengan adat nan sabana adat ialah sepala
sesuatu yang lelah demikian terjadi menurut kehendak Allah jadi yang
telah merupakan undang-undang alam yang selaly abadi dan tidak berubah-
ubah. " Kedalam adot nan sabana adat ini juge dimasukkan segala yang
diterima Nabi Muhammad SJ\W meurut aturan-gturan yang terterp di‘
dalam Al-Qurian serta menurut nan sepajang syarak tentang ssh dan
batalnya scria halal dan haramnya scsvatu, atau dischut Jjuga dengan adat
yang datang dari Allah Ta’ala,

Adat nan sabana adat ini pada hakckatnya tak lain dari ayat-ayat
Allah, baik itu berupa ayat Allah yang tersural maupun yang tersirat. Ayat
Allah yang tersurat adalah ayat-nyat Allah yang diabadikan dalam. Al-
Qur’anu! kavim maupun dalam hadits-hadits Rasul. Scdangkan ayat Allah
yang tarsirat adalah ayat-ayat Allah yang Dia tcbarkan di dalam alam
semesta  {ermasuk  disntaranyn wdalsh  Sunnatulluh alau  Kelenluan-

ketentuanhukum alam yang meliputi jagat raya. Adat nan sabana adat inj

metjaci landasan wlama hukum adat Minangkabau, ungkapan inilah yang

M Chairal Anwar, “Hukum Adat Indonesia, Meninjau  Hukum Adat
Minangkahau”. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 5-6

Y Ihid, hal.57.
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ia katakan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Syarak mangato
adal mamakar” (sysrak mengata, adat memakat). '

Adat nan diadatkan ialah sdat yang dibuat olch orang thi pengatur
tta  alam  Minangksbou  yoitu  Datuk ketumenggungan  beserta  Datuk
perpatih nun Suburung. Menuwrut anggapan masyorokat Minang adat ini Juga
bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah
“Indak lakang dck panch, indak lapuak dok hujan™!” Adat nan diadatkan
ini disusun olch nenck moyang tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan
parbandingan alam sckelilingnya, yang ungkapkan dalam pepatah Minang
“Alam takambang jadi guru’” (alam terkembang jadi guru).'®

Adat non teradat ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil
musyawarah mufakat penghulu-ponghuly ninik mamak di tiap-tiap nagari
Minangkabau. Ceraturan-peraturan torssbut berlujuan untuk melaksanakan
aluran-aluran/hukum-hukom  dusar dari adal nan disdalkan olsh nenck
moyang yang menciplakan adal Minangkabuau tersebul, kearena . yang
disebutkan hanya hukun dasar dan pokokuya saja,l dengan sendirinya
sctiap nagari harus menyesuaikan dengan situasi dan konclisiny;n. Sehingea

gturan adal nan feradal int Gdak  samg coraknya i selisp  nagari

" Tdrus Hukimi DI Rujo Penghulu, “Rangkaian Muslika Adal Basandi

Syarak di Minangkabeu, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hal .30

Y Cthaira! Anwar, Op oit, hal.57.
** Idrus Hakim Dt, Rajo Penghulu, Op cit, hal. 105

et L A A S 2 S L e e
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Minangkabau, scbagaimana yang  diungkapkan dalam pepatah  yang
berbunyi “lain lubuak lain ikannye, lain padang lain bilalangnyo, lain
nagari lain adalnyo”™ artinya, aturan pelaksansan di setiap nagari akan
berbeda antara satu dengan rung lain.

Walaupun berbeda dalam  aturan pelaksanaannys, namun tidak
berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sema-sama berdasarkan adat nan
diadatkan olch nenck moyeng yang mcnciptéi{annj}a.lg

Adat istiadat ialah, juga mcrupakan aturan adat Minangkabau yang
dibuat dengan kata mufﬁkat ninik mamak dan penghulu-penghulu dinagari-
nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan
anak nagarl selama meurut ukuran alur dan patut, singkatnya peraturan ini
mcnampung kosukaan dan hiburan,*

Adat nan sabana adut dan adat nan diadatkan dalam sobutan scharn-
hart disebul adal™, sedangkan adal nan teradal dan adat istiadal dalum
scbhutan sehari-hari disebut *“istiadat™ Keempat macam adat tc;rsebut di atas
oleh nenek moyang yang menciptakannya dihimpun sebutannys dalam satu

kata majemuk, yaitu “adat istiadat Minangkabau™.
1

Y Thid, hal. 110.
* Ibid, hal.} 12,




Dart keempat macam adat di atas menurut sifatnya terdiri atas dua

Jenis, yuitu
Vo Adat nan babutner moti, yang tidak boleh diubah, walau dengan

muinkat sekalipun, yaitu :

a. Adat nan sabong adat,

b. Adat nan diadatkan, .
Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau, ndak lakang
dek panch, ndak lapuak dck hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih
aia (tidak Ickang terkena panas, dan tidak lapuk torkena hujan, dikikis
schabis besi dan dicuci schabis air). Ungkapan tersehut menyiratkan akan
ketegasan dan kekukuhan adat tersebat, schingga ada keharusan mutlak
untuk mecmatuhinya.
2. Adat nan babatnwr sooted, yang boleh diubal dengan musyawarah,
yailu |

a. Adat nan teradat.

b. Adat istiadat.
Kedua-duanya adalah peraturan pelaksansan dari adat nan diadatkan

sebugai hukum dasar duri adat Minangkabau, !

 Thid, hal. 113-1 14.




Lraian di atas memberkan makna bahwa ada ketentnan-ketentuan dari adat
yang tidak dapat ditawar-tawar, ketentuan tersebut harus terwujud dalam poia
perilaku sosial dan mesti hidup dslam masyarakst Minangkabeu, serta tidak
dapat disimpangi sebagaimana yang terkandung dalam adet non sobana adnt
dnn udzl{ nan diadatlon,

‘Menurut pendapat Idrus Hakimy Dt Rajo Panghuly (tokoh adat
Minangkabau) hanya adat nan babuhua scntak, yang mcmbecrikan kcscmpatan
perubahan, Scdangkan pendapat Dr Chairul Anv jar jusu"u yang mcmberikan
kescmpatan dan peluang untuk torjadinya porubahan adat adalah dari adat nan
habuhua  mati, Khususnya terhadap adat nan  diadatkan. Sifat keabadian
(babuhua mati) dari adat nan diadatkan hanya ada dalam anggapan rakyat,
bukai morupakan sifat asasi dari adat itn.*

Schagaimana uraian di atas adat nan diadatkan adalah adat yaup
dibual olch dua orang bemsaudurs dun diperoaya scbagal nenck moyang vrang
Minangkabau, yaitu Dt Perpatilh nan Sabatang dan Dt Ketumenggungan, adat
mana merapakan hasil ingpirasi dari belajar kepada alam jauh sebelum Islam
masuk ke Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam be%ntuk pepatgh, p_etiti1§,

gurindam, mamang, bidal, puntun dun scbagainys, karema peraluran-peraluran

]
[

% Chairul Anwar, Op cit, hal. 57,




ity divcapkan melalui kiasan dan perompamasan® Sehingga membutuhkan rasa
dan perasaan serta fikiran, dalam menangkap mekna dari ketentuan adat nan
sabana adat. Kemudian masuk Islam ke Minangkabau, adst yang semula
bersumber dari alam terkembm;g "‘judi guru, sehinggn mendapat tempat don
mr::ﬁg.rutu dalam adat Minangkabau, karenn sjaran Islam mengandung banynk
perintah untuk belajar kepada alam. Dalam perjalanan waktu berikutnya ajaran
Islam menyempurnakan adat Minangkabau, schingga ditarik keurutan pertama
!and:—xsm.{ adat yaitu adat nan sabana adat. Scdangkan adat nan diadatkan
ditempatkan pada urutan kedua, dan mecrupakan dasr hukum yang mengatur

tentang susunan masyarskat, dasar kepemilikan dan penguasaan tanah pada

masyarakat Minangkabau, baik dalam jumlah yang besar maupun dalam

Jumlah yang keeil yang discbut harta pusaka tingai.

Undang-ondang  yang mengatur  pola tingkah laku masyarakat
Minangkubau dalam  berinlegrasi sesamanya  lerditi dari  empal  bugian

meliputi ;

bl

Undang-undang luhak/rantau,

&

Undang-undang nagari.

¢

Undang-undang dJi dulam nagari,

d. Undang-undang nan dua puluais.

* Idrus Hakimy Dt Rajo Fenghulw, Op cit, hal. 17

s
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Undang-ndang luhak/rantau dituangkan di dalam uangkapan adat “Luhak nan

bapanghutu, rantau nan barajo” (luhak yang berpenghulu, rantau yang beraja).

Scgala ketentuan yang dibuat penghulu dan mja tidak bolsh bertentangan

dengan adot nan  diadatizan  selalu kctentl{nn umum  dolam membupgun

pe-rsel{ptuzm matrilineal.

Undang-undang nagari merupakan aturan-aturan yeng mengatur
s:,f?.ral-sﬁsr:-_gt apa yang harus dipunyai olch tiap-tiap nagari, yang mclambang-
kan perpaduan antara agama dan adat dalam masyarskat antara lain harus :

- bBalauah (jalan -ra}'a);- batapian (bertepian/tempat mandi), lambang kesenian
dan keindahan untuk rekreasi.

- Bapasa  (berpasa), bagalanggang  (berdagang), lambang  kemakmuran
Basawah (punya sawal), baladang (punya lading), bahwa nagari harus
bordiri dalam bidang sandang dan pangan.

- Bamusyjik  (bermesjid), bapundum  pakuburan (berpendurn perkuburan),
lambang tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat yaitu masyarakat
yang kuat memegang adal dan tast menjalankan agama,

Undang-undang  dalam nagari  adalah  ketentuan-ketentuan yang
mengalur masyarskal seltap nagar, dalam  berbagai aspek  kehidupunnya,
seperti |

- Salah cotok malantiangkan (salah cotok memperlantingkan)




= Salah ambink manpumbaliken (salah ambil mengembalikan), ¢
- Kaba buruak basmbauan (kabar buruk berhamburan)

tndang-undang nan doa puluah adalah merupakan ketentuan pidana adat yang

dipalcat dalam rapat nageri  untuk memutus hukum terhadap | orang ymig

bersalah, melanggar adat istisda dengan melihat kesalohan keoil Ll;ln kesolahnon
besar, yang terdirt dari dua pulul ungkapan simbolis, diantamnye :

a. Rebut-rampas.

b, Tikam-bunuh,

¢. Sumbang-saltah.

Morebut ialah mengambil harta orang lain yang sedang dalam tangan orang
yang  punya, sedangkan orang yang  hersangkutan  tidak tahu,  ketika
barangnya sudaly dircbut oraug, yang punya lorectigang-songang,

- Morampas  dala menganbil  bavang  orang  lain dengan  kckorasan,
sedungkan orung yung punva luhu, lalu terjudi berlegang-legangun, (larik-
menarik).

- Tikam ialah melukai dengan senjata tajam,

- DBunub islal menganiaya scseorang sampat mati, bakk dengan senjata
maupun dengan ussha lain.

1 ! (I S I
- Sumbang islah perbuatan yang dilakukan sescorang dimana perbuatan

tersebut dipandang masyarakat scbagai suatu kejanggalan.
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- Salah ialah perbuatan yang dilakukan seseorsng jelas-jelas telah melangpar
ketentuan  adet.  Keempat  undang-undang  di  atas  oleh  masyarakat
Mmanglkabau discbut dalam ungkapan “undang-undang nan ampek”,

e

C. Kedudulan dan Fungsi Tanah Pusaka Tinggi

Pada hakekatnya harta pusake mcrﬁpakan objek hukum waris, harta pusaka
pada masyarakat matrilincal Pvﬁnangkabau ada dua bentuknya yaitu :

1. Sako (immatcrial).

2, Harta pusaka (matcerial),

Sako adalah gelar pusaka yang melelmlt pada suku yang diterima secara turun.
temurun dari kaumnya oleh scorang: kepala suku (penghulu) yang diatur
kedudukannya menurut kelarazan  adat Ec-c!i Caniage dan kclarasan Koto
Piliang di tiap-tiap nagari.

1. Gelar suko ini hanys disendeng oleh Koum laki-laki saja darl snggolu

kéumnya‘ dan diturunkan kepada kemenakan yang laki-laki, jika mamak
bergelar “Datok Mantari Alam”, maka kc:-mf:nakannjra yang akan jadi
penghutu bergelar “Datuk Mantari Alam™ juga.

2 I-Im'la pusaka adalah segala harla yung berupa fansh — hulan, suwah -

ladang, rumah  gadang, pandam  perkuburan. Yang sudah lama diwaris-




darah),

kan secarn turun-temurun dalam keadaan yang sama, dan di.lmla‘sai oleh
kaum perempuan,
Kedua harts tersebut hanya bolsh diwariskan melalui pola hubungan mamak-
kemenakan menurut garis keturunanibu, seperti pepatah adat
- Dari Ninik turun ke Momak, |
- Dart Mamal turun kemenakan,
Di Minangkabau bentuk hubungan Mar&ak—kcmcnakan ini ada cmpat macam
yaitu:
1. Hisbungan mamak-kemenakan dibawah daguak.
2. TTabun gan'imamak-kemcnakan di hawah dado.
3. Hubungan mamak-kemenakan di bawah parik/pusek.
4. Hubungan mamak-kancnakan di bawah lutuik.
Kemonakan di bawah daguak adalah komcnakan yang. mompunyai
hubungun tali dursh balk yang dekal meupun yang Juuh. Kemenskan dalam

kelompok ini sering juga dengan kemenakan batali darah (kemenakan bertaﬁ

I
§

Kemenakan di bawah dado adalah golongan kemenaken yang

mempunysl  hubungan  suku  yang sams  dalam  salu kanagarian, numun
penghulu  suku berbeda. Kemenokan kelompok ini disebut juga dengan

kemenakan batali suto (kemenakan bertali sutra).




I{cn1.er15;kan di bawah paruik/pusck (paruik/pusar) adalah polongan
kemenakan yang mempunyai suku yang sama tetapi berbeda kanagarian,
kemenakan kelompok ini discbut juga dengan kemenakan batali ameh
{(kemenalian bertali emas),

Kemenakan di bawah lutuik {(lutut) adalnh kelbmpok orang datang

i

beragal dari suku dan nagard yang berbeda, karena hubungan baik sehingga
diakui scbagai komenakan. Mercka digolongkan orang yang “hinggok
mancakam, tabang basitumpu” (hinggap mencenghkeram, terbang bersitumpu),
karcna minta diakui scbagai kemenakan dalam suku. Kclompok ini dischut
juga kemenakan hatali budi (kemenakan hertali budi).

Dengan banyaknya bentuk kemenakan seperti yang discbut di atas, maka
sodikit sckali  komungkinan sustu  harta pusaka akan berpindah  kesuku
laindpibak lain.

[Tarta pusakse Unggl di Mim{ngkubau umumnys berupe tanah, karena
nenck. moyang masyarakat Ivlinanglf.abau' menyadari bahwa tanah sangat
mempunyai milai ckonomis yang strategis, oleh sebab itu ia  selaln
mempertahankan dan tidak boleh cﬁpexjuaibelikan. Pada dasarnya fujuan untuk
mersperishankan  harta pussks  linggi scours ulvh sgar  dapal menjamin
kelangsungan hidup koumnya dan demi tercapsinya kesejahteraan atau

sandaran ckonomi anak-kemenakan di kemudian hari, disamping itu juga
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menjadi symbol status sosial dalam magyarakat. Keaslian suatu kaum ito sm‘ing
melekal pada keberadusn harta pusaka ilu, karcna untuk mengetahui suaty
kaum itu merupakan penduduk asti/asal dari swatn wilayah di Minangkabau
ditandni dengan adanya tanoh pusaka, rumah ~gadong/rumah  nsal, pandam
perkuburan yang dimiliki oleh suntu kaum t::rsebut.

Jika suatu kaum tidak mempunyai tanieh pusaks sendiri meskpun
mercka mcmpunyai  tanah “tembilang cmas™ (tanah yang dibqli/di.pagang)
maka kecadaan itu tidak menontukan bahwa mercka penduduk asli, melainkan
discbut scbagai “orang pendatang” yang scring dipandang rendah sukunya olch
suku” lain. Padn magyarakatl Minangkabau tanah merupakan faktor pengikat
diantara mereka, karena tanah pusaka mempakan dam‘ﬂlﬂﬂélﬂ};ah bagi seoraﬁg
penghuly tempat borkombang dan hidup kaum yang dipimpinnya, jika harta
pusaka itu dijual maka kaum yanpg borkombang di atas tanah torsebut akan
kehilangan duerahnys.,

;v'\"alélulji;ll pada prinsipriya tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjual-
belikan/dialibkan namun delan gituasi mendesak, ‘sesuai pula dengan prinsip
kesgjahtorasn kaun, maka tanah pusska tinggi dapat digadaikan ateu dijual
kalau terjudi sebub-schub yung empat perkara yailu ;

1. Rumah gadang katirisan (rumah gadang ketirisan).

2. Mayik tabujua ditangah rumah (mayat terbujur di tengah rumah).




3. Gadih gadang tak balaki (anak gadis belum kawin),
4. Mambangkik batang tarandam (menegakkan gelar pusaka).
Jika terjadi salah satu dari yang empat perkara tersebut di atas, inaka “ndak

kayu jenjang di kapiang, tidak ameh bungkal diasah” (tidak ada kayul tangga
| dibelah, tidak adn emus batu dioseh). Artinya @ Kalau tidak ada persedisan
dalaim lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang dijadikan uang, apa
bolch buat harta itu sendiri bolch dijual atau digadaikan dengan ketentuan

y

- Scpakat scluruh anggota kaum.
- Seizin anggota kaum yang dewasa.
- Seizin anggota kaum yang dirantau.

Rila tidak satupun muncul peristiva di atné, lantas pemegang pimpinan kaum
(mamak kepala kanmn/tungganai) menjual atan dilakukan peraliban hak, maka
yang mclanggar adat akan terkouna sumpah pasitivan “Kaateh indah bapucuak,
kabawah indak baumk, tiianguh _fiigiriuk kumbang™ yuilu kutuken nenck
moyang yang lelah mewariskan harta pusaka tersebut. Orang yang terkena
swnpah pasitivan hidupnya merana tak berguna ibarat sel*;atang polon kayu
yang umbulnya, ke atas tidak berpucuk, ke bawal tidak berurat, di fﬁng_&h
bulang dilubangl kumbang, Sumpsh pasitirn ind hanys skan menimps mc?cka

yang menjual atau  mengalibkan harta  pusaka tinggi dengan cara-cara
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melangpar adat, tetapi tidk tf:-rha&ﬂp mercka yang melakukannya berdasarkan
atur dan patut (ketentuan adat),

Hubungan hukum antara anggota kaum dengan tanahl pusaka atau tanah
bersama itu melghirkan hak ulayat atas tanah iy, tanah demikiaﬁ dinamakan

tanah uluyat dari kaum Charta pusaka tinggi).”

Jika difinjau dari asal-muagal harta pusakn yang dapat dipusakai abli

waris menurul pendapat Sajuti Thalib struktur kepemilikan dan penguasaan

ates tanah cmpat macam :
L. Tanah'Ulayat Nagari.
2. Tanah Ulayat Suku,

3. Tanah Pusaka Tinggi,

g

. Tanah Pusaka Rendal,

Tanah Ulayeat Nogari adalah Hutan ataupun tanah yang berada dalam
pengelolusn nagan. DBissanys tanah elaysl ini dipergunsken untuk kepentingan
yang bersifal umum seperti untuk masjid dan sebagainya.

Tanah ulayct suku adalsh tanah yang dikelola dan hanya anggota suky ini yang

memperoleh dan menggunakan {anah tersebut,

2 Tosrif Al Umar, Faisal Hamdan, “Lingkungan Tanah di Sumnatera Barat”
1977-1978, hal. 241, o




Tanch prseka tinggi adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan
milik bersama dari selurub anggota kaum dan diperoleh secara turun-temurun,
yang pengawasannya beracla di tangah amak kepala kaum/kepals waris,
Tunah pusaka rendah adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuoh
paruik  berdnswrkan pemberian atou  hibah moupun yeng diupnyai keluargs
bcrdas%wken pencahariannya, pembelian, .f!aruko dan sebagainya,

Scdangkan pondapat Hermayulis ponguasasn dan kepemilikan tanah
di Minangkabau, ia mcmbedakan berdasarkan faktor gcnco_logisl dan faktor
gencologis  (erritorial.  Dilihat  dari  faktor gencologis pcngtllasaan dan
kepemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua, yaitu pertama;
tansh berstatus pusaka tinggi kedus; tanah berstatus j:alzsél;a renc_!éh (renc_lahi.
Tanalt borstatus pusaka tinggi ini tidak boloh dipindah tangankan dari satu
suku ko soku fain dn yang borhak mowarisi tidak parnah putus, dan sclalo
dilakukan seoura furun-temurun dari muamak kepads kemenakun, | fu_rta pusuka
tinggi ini ﬁwrupakan kepunyaan lkaum dan akan dipunyai secara bersama-sama
olel semua kaum, semua berhak atas harta ite. Tanah pusaka tinggi ini diawasi
oleh Mamek Kepada Waris dan dipelihara oleh pengluiu.

Harle pussks rendah ini adalah harta (lanah) yung didapat dari
pewarisun harta pencaharien atau cancang latinh dan tarukoi (mengubah tangh

kosong ‘atau resnulis) yang dilakukan oleh mamak. Harta yang termasuk
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I.
kelompok ini adalah harta yang bary menpalami péw:irisan di bawah tign
tingkatan generasi. Harta pencaharian (self carned property) akan menjadi
harta pusaka tinggi bila telah diwariskan sampai tiga generasi ke atras‘.'
Sedangkan harta cancang latinh diantaranyn didapst dari hasil vsaha dirantau.
Dari kedun pengelompokon harta pusaka diatas i&lihul buhwn moamak kepala
wari; dan penghuls mempunyai wewenang dan kewsjiban untuk mengatur dan
n'wnjaga.kcutuhan dan bahkan berusaha untuk mcﬁambahnya.
Dilihat dari faktor gercologis-torritorial, maka bentuk hal atag tanah
;.’zmé timbul dlari keterikatan masyarakat dengan tanah adalah scbagai berikut
1. Manah (ulayat) nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan
dikuasai oleh scluruh suku terdapat dalam nagari, Wilayah ity meliputi
rimbo (rimba) atau suaty arcal hutan yang behun diolal totapi masyarakat
sclaly mongambil hasil hutan terscbut, Masyarakat tcrikat pada hatan javah
buulang-hulan dukek bakundanoi, Tunah yang permah diolah lelupi pernsh
ditinggalkan (verlaten ground) oleh sukum atsu anggota suku dalam suatu
;
nagari, Tanah yang sclalu dibuni atau diolah sccara :t_gms-rné;;exm} ole‘;;
anggots suku dengan kata luin mana (ulayat) nagari merupakat gabungan
drd rnanah suku, | |

Manah suku, yaitu semun wilayah yang dimilikiatay dikuasai oleh semua

anggota suku secara turun-temurun di bawsh anggota secara turun-temurun




di bawnh pengawasan penghuin pocuk  atau penghuly  andiko secara
bersama-sama baik tanah tcrsebul merupakan penemuan dari tanah tak
bertuan, cancang latizh baik dengan melakukan tarukom atas manah nagari,
gadang menyimpang dimana tamlLuh tersebul berada di bawnh pengawngan
dan pemelihnraan penghuly dnlam suku yung bersungkuton,

3. Manah kaum, yaitu seluruh wilayah‘ dimiliki dan dikuasai olch’suatu kaum
sccara turun-tomurun di bawah pengawasan penghulu atau datuk dalam
kaumnya, Tanah terscbut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa
gadang menyimpang dari suko asal. Tansh ini dibordayakan uniuk
memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, dibawah pengawasan dan
pemeliharaan tungganai,

4. Manali paruik, yaitu tanah yang dikuasai olch svatu paruik. Manah ini
berasal dari poribagian tanah ulayat kauin karcna gadang menyimpang atau
Karena hasil penemuan ateu okupasi lerhadap dasrsh baru.

5. Manah keluarga inti, yuilu tanal: yang dilkunsai sualu bagian dari paruik
yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebili tiga gencrasi, atau
berasal dari pencaharian, taruko dan sebagainya,

Dengan demikian, disamping lerdapainya hak wlyal yung diwariskan oleh

kelompok masyarakat matrilineal baik dalam jumlah besar seperti nagari,

maupun dalam  kelompok jumlah yang lebih kecil seperti kaum, yang
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drwariskan kepada generasi berikutnya dalam kelompok masing-masing, Dari
diskripsi diatas dapat pula ditarik pengertian dari ciri-ciri dari harta pusaka
tinggi sebaga berikut

Harta pusaka tingai (tanah), m!ah tansh keluarge tertentu yang telaly

turuni-temurun dari nenck moyuangnya yang perempunn, terus turun ke bawah

sampai pada generasi berikutnya selalu melalui garis by, bagi perima harta ity

sudah kabur asal usulnya. Karcna sudah begitu tua umur harta pusaka tinggi-

itu, "hal ini discbabkan olch beberapa hal, antara lain ialah, pertama sqdah
bcgiiu jauh jarak waktu antara adanya harta ity dengan pihak yang
mangus:aliiln!-:annya, hingga tidak dapat lagi diperhitungkan deng_an tahunan,
Kedua, karena harta itu “sudah bercampur baur dengan sumber lain yang
xanudian. Harta pusaka tingpi tidak pornab menjadi hata pusaka rendal,
totapi harta pusaka rondah diwarisi scomra tidak torbagi olch angkatan di
buwahnya bila sekali dilurunkan, dengan sendirinys menjudi hurta pusaka
tinggi.. Penulis sependapat dengan struktur kepemilikan dan penguasaan atag
tanah pendapat Sajuti Thalib karena tanah dari kelivarga inti ite tidak lain
adalaly harta yang dibeli scseorang baik dari hasil mata pencaharianiya
maupun pemberian dai orang {uanys, hal ity buksnluh merupakan  harly

pusaka.
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Dari penjelagsan tersebut di atas dapat dikemukakan ciri-ciri khusns

dart harta pusaka tinggi, yaitu :

—_—

£

. Tidak dapat ciil{.gt:lllui secara pasti asaf usulnya.

Oloh karena ysng memilikinys ednleh koum seoara bersama-soma untuk

kepentingan bersamy, oleh karenanya.

. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya, kecuali bila
dilakukan olch kaum sceara borsama-sama pula.

3. Ponguasaan harta pusaha tinggi (hak ulayat kaum) berada di tangan

mamak kcpala waris (laki—laki tertua dalam kaumnya), tctapi tidak
mempunyai hak penuh untuk mengambil kebijakan keluar terhadap
tanah kaum, in memertukan persetujuan selurub anggota kaununya,
torutama kawm  porompuan dalam paris ke atas, Karona anggota
peranpuan yang sclaly monctap tinggal dalam suku kaunya uatuk totap
menjagy keleslarian tunah ulayal sukunya ggar lUdak jutuh Kepada suku
lain. Yang berkuasa ferhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu
secara praktis ialall perempuan terufa dalam ru;x;ah gadang, kgr;‘:m}
dalam sistim kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan
scbagan kepala keluarga dalam rumsh gading, Peranun laki-leki sebagui
tungganai hanyn mengawasi penggunnan harta itu. Dalam hubungannys

keluar lingkungan kaum, terutama menyangkut peralihan hak atas harta
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dalam  keadaan tertentu, atav mewakili kaum  dalam penyelesaian
sengketa harta pusaka dilakukan olch tungganai atow mamak kepala
warts.  Kedudukan (ungganai  dalam  hal ini lebih banyak bersifat

lambing, sedangkan yang berkunsu secara proktis adalah perempuan,

D. Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Waris Terhadap
Tanah Pusaka dan kauwmnya '

Untuk memimpin unit organisasi masyarakat di Minangkabau
kedudukan laki-laki sungat mcnonjol, scdangkan sccara adat perempuan
atay ibu mempunyai kedudukan fersendiri terutama terhadap penguasaan
harta pusaka,

Scbagaimana tclah dijclaskan di atas, babwa unit organisasi
inasyarakat yang terkeeil di Minangkabav adalab samande vang .'t-i_nggal
serumah dalam Rumsh gadang, kumpulan dari beberaps sumunde disebut
saparuik (seperut) atau jurai kumpulan dari jurai disebut sekaum yang
dipimpin mamak kepala waris/mamak kepala kaum (saudara laki-laki dau
ibu).

Sescorang untuk dapal diangkal menjadi kepala kaum, suku, dan penghuly
harus memenuhi beberapa syarat yaitu

. Orang yang berhak (anggota kaum/suku).
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It

Sepakal semua anggota kaum, suku baik di kampung maupun di

*.
4

perantauan.
3. Laki-laki tertus dalam kaumnys, suku baik wmur maupun derajatnya
dalam kaum, suku.
4. Mempunyai ilmu serta waras pikirannyn,
Disamping syarat di atas juga dituntut mempunysi martabat yang mulia,
adil, kaya, pcmurah, sabar, beriman dan blj'-ll\ bostari. Scdangkan untuk
menjadi penghulu suku adalah scscorang yang berpredikat “Datuk” orang
yang tclah diangkat olch anggota suku yang bersangkutan dan disahkan
oleh nagari. Mamak kepala waris ini herfiungsi mewakili harta badan
hukum ke dalam dan kelvar, ke dalam ia berwenang membimbing dan
mengurus  anak  komonakan  yang  discbut  dongan  wali perdamaian,
mamclibara dan mengembangkan harta pusaka kawm, mongatur poeruntukan
hustl duri puseka ilu untuk Kesejuhlersan anggola kaumnya, Untuk fungsi
keluar mengurus hak ulayal kaum, hak ulayat suku, hak ulayat nagari,
mewakili suku keluar menjadi dewsn nagari dan dewan hakim nagari.
Karena begity besar tanggung jawab mamak kepala kauny/suku, gechingga ia
diibarstkan ;
- Sebush pokon besar di tanah lapang.

-~ Urainya untuk bersila.
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- Batangnya tempat bersandar.

- Dahannya tempat bergantung,

- Daunnya untuk berteduh ketika hujan, serta berlindung ketika panas,
Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. |

- Kusul menyelesaikan, keruh xnﬂmlvcrjex{ilﬂcurx.

Jika seorang kepala kaum/suku tidak dapat menjalankan tugasnys
karcna scsuatu hal (sakit atau sudah tua renta), maka ia dapat mcnunjuk
salah scorang dari anggota kaumnya scbag;ii pengganti sementara schagat
wikilnya yang discbul panungkck (schagai tongkat). Kcdudukan dm fungsi
sehagai kepala kaum/suku berdasarkan pilihan seluruh anggots kaﬁmfsulm,
status ini tidak boleh diturunkan kepads anaknya atan kemenakannya
sendirl (anak Kakak/anak adik percmpuannya), yang bolch incnurunkan
kedudukan dan fingsi sorta hak dan kewajiban yang melckat pada Jjabatan
ilu adalal kemenakan yang terpilih dalam kaum/suku sebagai pengganti
mamak kepala kaum/suku,

Disamping scbagat mamak kepala kaunyvsuku bagi seluruh
kemenakamya, ia juga bersiatus schagai suamd, atau sebagai scorang bapak
dalam keluarga balih, Tugus selaku 1§cmbimbing kcmcgizlkan bagi scorang
mamak  dibekali d_zlxri pusaka tinggi’hak ulayat dalam keum yang

bersangkutan, sebagai bapak ia harus bertanggung jawab untuk memangku




anak-anaknya, disamping membagi perhatian terhadap seluruh kemennkan-

nya dan orang sckampung. Dalam pepatah adat diungkapkan scbagai

berikut : |

- Kaluak padac keeang balimbiang (keiuk ;)uku kacang belimbing).

- Tampuruang  lenggeng-lenggangkan  (tempurung lenggang-lenggang-
kan).

- Di bawe ka saruase (dibawha ke saruaso)

- Anak dipanghu  loomanakan dr‘bim;ang (anak dipangku kemcnakan
dibimbing).
Urang kampuang  dipatenggangkan (ovang kampung  dipertenggang-
kan),

- Jago nagard fan binaso (Jaga nogeri aga; tidak binasa).

Artitiya, bila si anak borada dalam pangkuannya maka komenakan harus

ada  dalam bimbingalnnya, dun orung sehampung herus diingetnya juga

supaya adal napari Lidak binasa (rusak).

Scbagai tamu  dalam suku  (olan) istrinys, scorang semenda
memeang tidekleh diberi tanpgung jawab sccara konmgkrii, namun scbagai
scorang luki-luki yang lumbuh dun berkembang dalam lingkungan adat
Minangkabau, orang semends harus memiliki Kketinggian budi, perasaan

dan kearifan agar tidak menjadi beban dalam keluarga istrinya. Oleh karena




i
2

itulah ia dibekali oleh kaumnya denpan dipinjaml-:zmi “harat.o:?.pamb'awo”
(harta bawaan), biasanya berupa setumpak tanah/sawah yang diambil dari
harta pusaka tinggi/layat kaumnya untuk tempat berladang/bersawah guna
menunjang ekonomi keluarganya. Jika perkawinan putus, baik cerai hidup
atay cerai mati, maka harty ILn'sebﬁ:L " dipulangkan kembali kepada koum

suaminya, Dan ia juga berhak , untuk menggarap harta pusaka tinggi kaum

dart istrinya.

k. Tanah Pusaka Uinggi daiam Perkembungan Pembangunan
Yang Mempengsruhi Perubahan Sosial

Pesatnya pembangunan perwmahan, pembelian tanah pusaka bagi
porasahaan ponpombang untuk  kopentingan porusaliaannya  dalam z'at;gka
monjalankan  kegiatan  usahanya  telah  dirasakan  olch -tasyarakat
perseRuluan adal Minmnghubay, lidek terlepus tansh-lansh subur, lshan
persawahan yang produktif menjadi incaran perusshaan lﬁengemballg
(developer). I

Untuk  mempercepat  lajunys  pembangunan  dalam rangka
mcningkal_kan kcscjahlcra:-m‘ dan masyarakal adil dan makmur berdasarkan

Pancuosila, pemerintah mengeluarkan seperangkat aturan yang memberikan

kesempatan kepada penguseha, kemungkinan untuk memperoleh hak atas

\UPT-PUSTAK-URDIP
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tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, melalu
peralihan biasa atsupun melalui pencabutan dan pembebasan hak atas
tanah, Seperti yang diatur yalam Undang-Undang No : 20 tahun 1961 dan
Pergturan Menteri Dalam Negeri No 15 tehun 1975, serta Keputusan
Menteri Negara Perumahan Rokyst No @ 02/KPTS/1990 yang memberikan
kesempatan/peluang  pada perusahaan pengembang untuk memperoleh
keuntungan dari kcgiatan usahanya di bidang pcrumahan scrta dalam usaha
pomerataan  pemenuhan  kebutuhan pcruxﬁahan, pcmcrina_h mcmbcerikan
kemudahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rcndah, untuk mc:miliki
rumah melalui kredit pcmilikan rumah. o |

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dalam Pasal
5 : Monyatakan bahwa, Hukum Agraria yang borlaku atas bumi, air dan
ruang angkasa, ialah hukum adat. Dan dalam pasal 17 adanya pengakuan
sistim kepemiliken lamah scoara bersuma/komunal, namun pemberlakusn
hukum adat tersebuf sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
bangsa artinya, bila kepentingan bangsa menghendaki, hukum adat dapat
sajn  dikalahkan. Dalam hal ini perubalan masyarakat hukum adat
dipengaruhi oleh politik huk um pemeriniah, funpa dipengaruhi hukum pun

masyarakat akon mengalami perubnhan baik secara cepat maupun secara




lambat artinya tidak ada satopun masyrakat yang statis (berhenti) pada
suatu titk tertentu di dalam perkembangannya.

Sclwjuinya  Soeryono  Sukamie  mengklasifikasikan mars_‘,'m'a'k:-ll,
antare  masyaraket  yong | statis dengan  masyarakal  yang  dinomis.
Masyarekat yong statis dimaksudkan sebagni suntu masysrakot dimaonoe
perubahan-perubshan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung
dengan lambat, masyarkal yang dinamis mcrupakan masyarakat yang
mengalami pelbagal perubahan dengan copat. Jika sctiap masyarakat, pada
suatu masa dapat dianggap scbagai masyarakat yang statis, scdangkan masa
lainnya, mungkin dianggap sebagai 111asyaralcat yang dinamis. Perubahan-
perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (progress), namun
dapat pula berarti suatu kemunduran dalam masyarakat yang borsangkutat,
yang monyangkut bidang-bidang kehidupan tortentu.® |

Padu mulanys musyarakal berada dalam ruang lingkup ketndupun
yang bercorak tradisional (persekutuan adat), namun dengan berjalannya
wakiu dan perkembangan pembangunan dan teknologi bem?ah menjaci
masyarakat yang modern, baik dipengarubi oleh faktor-fakior internal

maupun  ckslernal. Pada masysrakal modern hukum  berperan  sebagmi

# Soerjono Soekamto, “Pokok-pokok Sosiologi Hulum?”, Rajawali press,
1988, hal. 87
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sarana rekayasa sosial ataupun mengendalikan masyarakat, dan bisa juga
menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat
yang mengarah pada tujuan-tujuan  yang dikehendaki, menghapus
kebinsaan yang dipandungnya tidal: sesunl lagi, sreta r:‘uiax}lqoba ;:r;enoiptéala?l
pola-pola kelukuan baru dan sebugainys, Inilsh yang di:-:el:n..lt.;E p:mdzmgan

i to

modern tentang hukum itu, yang menjurus kepada pcngglﬁfu;n hukum

|

scbagali suaty instrumen.®

t
I

Pernyataan i atas borbeda sckali dengan pandangan ;1tau konscp
hukum yang digjarkan olch aliran scjarah yang dikemukakan olch Fricdrich
Harl Von Savigny, ia mengatakan, hahwa hukum itu merupakan ekspresi
dari kesadaran omum atau semangat dari rakyat (voksgeist). Konsep ini
didukung olch konyataan dalam scjaral, yaitu pada masyarakat yang masih
sedorhana sifatnya, dimana poranan hukum kobiasaan Icbih menonjol, dan
Udak  dijumpsi peransn  duri  pembusl Undung-Undang  seperti  pada
masyarakat sekarang ini. Menurut Von Savigny pada magyarakal ini hukum
itw  tidak mempunyai  kemampuan untuk menggerakken  perubahans
perubalian sosial, pendapat ini jugas dianut oleh ahli Imkum la'mﬁya, geperti

Summer dan Marx. Savigny memulai konsepnya tenlang hukum  yang

1y

o

# Satjipta Rahardjo, “Ful~1m dan Magyarakat”, Angkasa, Randung 1

I
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hal 112,
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tambuh di belakang norma informal (mores) atau kebiasaan, Hukum hanya
membertkan pengesashan saja lerhadup  kebiasaan selake norma  informal
yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan magyarakat.”’

Disini Savigny sepaham  dengen Summer yang mengemukakan
hahwa norma-norma informal (mores) senanliasa mendahului norma-norma
hukum, sedangkan norma-norma informal itu sendiri tak dapat dirubah oleh
hukum. Perubahan terhadap norma-norma informal itu hanya mungkin
melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang
lama, apébila secara substansial perubshan itu, dikerjakan sendiri oleh
kekuatan dalam masyarakat. ! b "

Teori Klasitk dari Marx juga tidak dapat rﬁciwrima ‘pcngg‘lmaan
hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam lmasyarakat,
karcna mcnurutnya hukum it mcrupakan struktur atas ckonomi dan
toknologi. Ekonomi dan twkoologilah yang Icbih dulu bmkaﬁnbang dan
hulcum ketinggalan olch perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan oleh
perkembangan-perkembungan  ekonomi  dan  leknologr, sekalipun 1a jugs
mengakul  hukum  dapat  dipakar  sebagar  alal  unluk  mewujudkan

. 3
kebijaksanaan,*®

2 Sujipto Rehardjo, “Hmu Hukum”, Citra Adiys Bakt, Bandung, 1991,

hal. 206

¥ Frang. Magnis — Suseno, Kuasa dan Moral, Gransedia, Jakarta, 1995,

hal.77.




55

Salah satu cirl yang menonjol dari hukurnl padi masyarakat modern
adalalah penggunaanmnya secara sadar masyarakat. Disni hluk‘umttidak hanya
dipakai untuk mengukuhkan pola pola kebiasaan dan tingka_lij laku yang
terdapat dalam masyarakat melainkan Juga untuk meugarahican kepada
tjuan tujuan yang dikehendaki, mengaharuskan kebiasaan kebiasaan yang
dipandaﬁgnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola pola kelakuan baru dan
sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum
tentang hukum ity yang menjurus kepada penggunaan hukum scbagai suatuy
instruman.

Proses pola pola  kelakuan baru dengan menghapus kebiasuan
kebiasaan yang dipandang tdak sesuai | merupakan instislusionalisasi
dibidang hukum uniuk menuju kepada kelembagaan yang sempurna.

Abu Ahmadi menyebutkan bahwa proses ;)&t‘k@ﬁlbe‘urgﬂﬂ lembaga
lembaga dinamakan institusionalisasi (pelembagaan) dan proses ini terjadi
bilamana sesuatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, niali
nilai dan peranan tertentu dianggap sangat pezxtiizg%bhg'i kel‘a.hgstixigan
hidupnya sehingga diminta agar anggot masyarakat tersebut fneinatuhiﬁya.
Proscs demikian tegjadi dimana mana dan terumuskan deilzﬁn mas;yarakat. 29

Cohen (1983) menyatakan bahwa institﬁ%ionalisasi
adalahperkembangan sisitem yang teratur dari norma- norma,. peranan-

peranan yang ditetapkan dan diterima masyarakat laomis (1960) menyatkan

2 Abu Ahmadi » llm social dasar, Rina Aksara Jakarta 1998, hal 62.
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proses bahwa menyangkul semua unsur dan proses yang ada, maka
selanjuinya untuk normalah dianggap lebih penting ( utama). Soerjono
Sockanto (1983) menyatakan nahwa institusionalisasi (pclembgaan) a_dalaﬁ
proses dimana unsuy norma menjadi bagian dari suatu keluarga,

Proses pelembagaan ini dapat ferjadi dengan membongkar semua
nilni - nilai yang dianggap kuno, dan membentuk |<‘('I:Ic::1‘nhngmm‘ hm'u.'u,' yang

ist sama sekali baru, namun tetap pula terjadi dengan tetap memakai

!

bingkai lama dengan substansi memuat nilai-nilai baru.

Pelembagaan hukum yang momperkukuh tcrjadi_nya} perubahan
sosial, bisa suja lerjudi dan berawal peranan ajaran agama yang dianul
dalam masyarakal  yang bersangkutan, perubshan masyarakat yang
direncanakan dan diarahkan supaya perubahan masyarakat terjadi secara
bertahap dan wajar ( evolusioner), dalam praktek setiap cara dan tindakan
mempunayai resiko masing masing perubahan dan pembauran masyarakat
yang dibiarkan secara alami mungkin mengakibatkan perkembangan
nu.r.yu.ra!%ut kearah yang tidak diinginkan atau bahkan mengakibatkan

oy 30
kemunduran (anarkhi).*

Hal ini dapat dilihat dari tatanan kehidupan
masyarakat yang sebclumnya kental dongansolidaritas yang kuat terutama

dalam kaumnya sekarang mulai memudar kearah individu dan telah

berkurang fungsi mamak dalam kaumnya maupun harta pusaka.

i

H
4

. Satjipto Raharjo, « limn Hukum ,” PT. Citra Aditya Bhakt, Randung 2000, hal 207.




Filsuf Marxis seperti karl Mark memang menepis pendapal bahwa
agama dapal mempengarugi perubahan-perubahan sosial. Namun kini
diakui bahwa perubahan-perubahan sosial adalah hasil dari proscs yang
aamal kompkleks, dimana antara semua faktor terdapat hubungan saling
mempengaruht dan saling menentukan faktor i;akto_r ekonomi dan sosial
memang mempengaruhi sistem-sistem niali dan keyakinan agama heserta
pengembanginya. tetapi sebaliknya agama dan sistem niali .budayapun
mempengaruhi faktor faktor ckonomi dan sosial.”!

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yétng dipakai
dan  (slruklur) masayarkaat, sebetulnya sudah diuraikan (;)leh Imile
durkheim, pada wakiy s membicarakan tentang hubungan antara kualilas
solidaritas  antara anggoia-anggota masyarakat dengan hu;kum yang
dipakainya. durkheim membedakan antar " imasyaralat dengan organik dan
msyarakat solidaritas mekanik", syarakat yang disebut dengan solidaritas
yang, disebul pertama adalab yang mendasarkan pada sifat individualitas
dan  kebebasan dari anggotanya. masyarakat solidaritas mck;mik.
dipertahankan oleh sistem hukum represif. sedangkan masyarakat
solidaritas organik olch sistem hukum rostitutif. sistom hukum rosprosif
fungsional untuk masyarakat denpgan solidaritas mekanik, oleh karena ia

mempertahankan kebersamaan itu.

3 franz. magmis-Snseno, Op Clit, hal 77,
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Apabila diperhatikan sedara cermal, pengunaan hukum melakukan

perubaban-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep

penyelenggaraam: kehidupan sisoal ckonomi dalam 111\;13_\,':‘11':-11(21'1. A_pabil:a
orang berpendapar. bahwa proses sosial ekonomihenda.lmyz{ dibizirkan
berjalan menurut hukum hukum kemagsyarakatan sendiri, m:tka hukum
tidaka akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu,
sebaltknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari vang
discbut dimuka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun
masyarakat. olch karcna it"u. peranan hukum yang demikian itu berkaitan
eral dengan perkembangan masyarakat yang didusurkan pada perencanaan.
perencanuan membual pilihan pilihan yung dilakukan dengan jalan sadar
tentang jalan yang mana dan cara yang bagiaman yang akan ditempuh oleh
masayarakal untuk mencapai tujuan tujuannya. apabila pilihan telah
ditenfukan maka pilihan ini Iah yang akan diwujudkan melalui hukum,
disini kembali kita diingatkan kepada tahap tahap social egineering tersebut
dimuka.*"

Weber, seorang ahli sosiologi modern n%'é‘r"nbiCarakarj "teﬁyahg
porkebangan hukum schingga samapai bentuknya hingga yang sckaraligl ini,
dominasi itu bertolak dari sruktur yang khariematik dan tradisi&na menuju

"'.—I [
struktur yang legal ratinional . Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang

412 satyipio Raharjn, Op Cit, hal 207-211

e
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menonjol dari masyarakal Baral membawanya kepada rasionalitas sehay)
kunciknya,

Didalam meninjau hubungan antara hukum dan perubahan scsial |
Weber sangat meperhatikan hubungan antara sifat kekuasaan politik
didalam suatu negara dengan hukumnya. cara cara penyelenggra;tan hukum
dan peradilan masa Ialu m nurat weher hemumhbér:pada caria pelkunan
(coneialiatory) antara kelompok susku suksu yang bersengketa. EITe-tapi bila
lckautan politik disitu didalam menjalankan roda pemerintahan makin
bersighat rasional, maka akan makin bcsarpulz'l kcmu11g]<.11111e111;1ya ])li(_)SCS
hukum didalam masyarakal ity dijalankan  secara rasional puld sesual
semungkin meningkatnya sifal rasion! pengoragnisasian , maka benluk
bcniukirésionai vang dipakai semakin ditinggalkan, yang berarti bahwa
keseluruhan bidang hukum mengalami rasionalisasi.>

Menurul pendapat Weber, sekali pun mengakani bahwa teori
rasinalisasinya. dapat dipengarhi faktor faktor eksternal , seperti agam,
namun ia menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat
hiakibatkan oleh tuntutan ekonomi.

Pendapat webor mengenai yang discbut belakangan ini  borsiafat
negatil, artinya ia menolak pandangan, bahwa perkembangan dari hukum

bisa dijelaskn sebagai suatu respon terhadap tuntutan ekonomi. ™

., Satjipto Raharjo, Op,Cip hal 105, ‘ L N
. ihid, hal.295. : ‘ S _
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Oleh Chairuddin seperti dikutip dari ritzer mengal_akaf: : pradigam
definisi sosial, adalah merupakan salah saty aspek yang sangat khusus dari
karyg weber yakni  dalam analisanya tentang tindakan sosial (social
action). weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan
pranata sisoal . strukivr sisol pranata sosial keduanya membntu uniuk
tindakan manusia yang penuh ari . mempelajari perkembangan .‘s';.latl.l
pranata secara khusu dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusia itu
sendiri, menurut weber berarti mengabaikan scgi scgi prinsipil .dari
kehidupan sosial.**

s

Teorl interaksionalisme simbolik mencoba untk lebih mémperlajam
leort aksi yang dikemukan Weber, dengan meny;ilkan bahvn.ia inleraksi
antar individu, bahwa diantarai oleh pengunaan simbol simbol dan melalui
kulturnya, masayarakat menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap
simbol simbol tersebut simb»] simbol mana ikut memberikan pembatasan
terhadap tindakan individu.

Sedikit berbeda dedngan paradigma definisi sosial, teori
fungsionalisme srtuktur dalam paradigma fakta sosial justru memusatkan
perhatiannya kopada struktur sosial dan pranata sosial hampir scluruhnya
penganut teori ini seperti robert K merton punya asumsi dasar bahwa setiap

struktur dalam sistem sosial, fungsiona; terhadap yang lain saling menjaga

keseimbangan dalam maasyarakat.

* . Chairudin, Sosiologi Hukum, Sinar grafika, jakarta, hal 44.
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Merton juga mengtgatkan agar Jangan lerjadi percampura adukan
antara  motif motif subyektif dengan penigertia fungsi.:j_? Perharian
fungsionalisme struktur harusiobih bzitnlyak ditunj;uk ‘ka‘n kcpada l’ungsi
fungsi debandingkan dengan motif motit fungsi 111enuiutnya e;dalah yvang
dapat diamati yang menuju adaptasi dalam suatu sistem, naQnun l;arena.
fungsi itu bersifat neiral secara idoligis maka dapat pula m;nimbulkan
disfungsi. beliau memandang segala pranata sosila yané ada dalam suatu
masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan ncgatif .
institnsi  sosial tortentu dapat funsional bagi suatu unit tertentu dan
sebaliknya disfungsional bagi unit sosial yang lain, 3

Saljiplo Raharjo menyatakan untuk meninjay hubungan antara
hukum dan perbuatan sisosial, lebih dulu perly dilihat temapat hukum itu
didalam kerangka masayarakat vang bersangkutan. Sehubungan dedngan
suly teori yang dikembangankan Talicot parsons mejelaskan keranéka
masyarakat yang serba melipuuti itu bertitik tolak dari tindakan individu
bahwa dapat juga dikatan, bahwa teori parsons merupakan pengembaran
yang lengkap mengenai tindakan dalam serba perk:iit:;;nn}l/a yang I.uas. )

pada tcori parsons tindakan individy pada tcmpafhjfé yang pertama
tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai fuatu
kelakuan yang berarti, Tindakan seseorang senantiasas ditempatai_kan dalam

* George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda, Rajawali Pers, Jakarta, hal
26. .
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sualu Kaitan lertenlu atau dengan perkataan lain, merupakan lindakan yang
berstruktur  tindakan seéeorang itu ditemapatkan dalam kerangka suvatu
sistem yang besar dan torhadap atau terurai dalam sub sistem sosial yang
mempunayai fungsi primer untukmtujuan intergrasi, sub sistem budaya
yang primer untuk mempertahankan pola sistem organisme kelakuan
dengan fungsi primer untuk beradaptasi . diatara sub sistem jtu terdapat
fenomena saling merasuki satu sama lain sehingga rnénimbulkan xvilﬁyah
wilayah saling perasukan.

Dcngaﬁ demikian perhatian person tertuju kopada penyusisnan
sualu konsep yang lengkap mengenai sistem Lindakar} dan me?ihat sistent
sosial  sebagai sualu sistem yang terbuka, yailu yang selalu mengalumi
proses peﬁukaran dalam benruk dan keluaran dengan lingkungannya.®’

dalam skemanya Parson menyususn unit unit dasar tindakan sosial
dengan karakterisik sebagai berikut ;

1. adanya individu selaku aktor

2. aktor dipandang sebagaimpemburu tujuan tujuan tetentu

3. aktor mpunyai alternatif mengenai cara, alat seta teknik untuk
meneapai tujuan.,

4. aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat

membatasi tindakannya dalam mencapfai tujuan . Kendala tersebut

7 Satjipte Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Randiing, 1983, hal 25-30.
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adalahmerupakan situasi dan kondisi yang sekali gus alz;l yag .liduk
dapat dikendalikan oleh individy, Mise_tlnya Jenis kelamin dan tradisi

3. | altor berada dibawah kendala dan niali n.ilai, norma dan berbagai
ide abstrak yang mempengarvhinya dalam memilih dan menentukan
tujuan serta tindakan serta  alternatif untuk mencapai tujuan
misalnya kendala keln.tdayaan.m

Sehubungan dengan perihal hukum perubahan sosial ini, terutam
dalam pcrananya scbagai sarana uxlmk melakukan : social cnginccririg" olch
satjipto  Raharjo, UUPA yang mcrupakan peorturan  adsar dibidang
perlanahan dimasukkan kedalam Kalegori penggunaan hukum sebagai
surana soclal egineering, oleh karema ia (iduk hanya mc;ngin_ghlkan
terjadinya perubahan perubahan yng lain, terutama perubahan proses sosial,
namun sebagai srana  social egineering, UUPA tak luput dm‘i kekurangan
yang menyertainnya, yakni ;

I perombakan struktur pemilikan tanah yang .semestinya.
merupakan bagian dari suatu usaha perubahan yang lebih bes:‘ar, kurang
dilkaukan dengan sistematis dan herencana. |

2. suasana yang mcliputi pcmbuatan UUPA. tcmtaiﬁa nampak
dikuasai oleh fomantisme, seperti sikap terhadap penjajah serla citra dan
penghargaan yang diletakan pada hukum adat. pemikiran serta siasat

ekonomi kurangsekali memperoleh tempatnya, padahal bidang yang

*8_ Chairudin, Thid, hal 45.
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dimasuki oleh UUPA ini mempunyai Imbung@ yang sangal kual dengan
kegtatan ekonomi,

Masalah pertama yang dihadapi UUPA scbagai sarana untuk
melakukan sosial egineering adalah berhubungan dengan kedudukannya
sebagai suatu peraluran dasar dibidang agraria. dalam kedudukannya yang
demikian itu fa brang teniu hanya dapai diharapakan untuk sampaai pada
pengadaan tentang azas azas dan pemberian penghgragaan _v!;ang umum
sifatnya. olch karcna itu keverhasilan nya scbagai sarana

social engencering untuk bagian scbesar terbeosar akan tcrganfung

: 33
pada peraluran peraluran yang menjabarkannya.

% Satjipto Rahardijo, Hukum dan Perubahan Sasial, Op cip, hal 181, 182,




65
BAB III

METODE PENELITIAN

A Mctdo]ogi Penelitian.

Dalum penulisan Tesis langkah awal yang harus di tempuh
adalah mengadakan penelitian Penelitian merupakan suatu sarana
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoi maupun
paktek .Suvatu pnelitian. Yang dibuat dapat dipcrtanggung"jawabkan
dan bias dipercaya, untuk itu sctiap langkah dalam kcgiatanf penclitian
harus didasari pada suatu metode penelitian yang d]lakukan

Prof. DR. sockanto, SH dalam bukunya yang bcrludul
pengantar penelitian Hukum mengatakan :

“Metodologi pada hakekatnya memberikn pedoman tentang
tata’ cara seorang ilmuan dalam mempelajari , menganalisa dan
memahami lingkungan lingkungan yang dihadapinya.* |

Metodelogi dipertukan karcna dengan metodclogi  dapat di
peroleh data yang valid, dun dengan metodeligi yang valid dan
diharapkan diperaleh informasi yang benar, Demikian juga penulisan
skripsi inipun tidak meninggalkan metode metode vang telah ada ,
schingga hasil penelitian yang peimlis lakukan dapat dipertanggung
jawabkan dan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahaan
vang dilteliti dan penelitian tersebut dimaksudkan untuk

mengumpulkan dafa.

“ Sogjono soekanto, Pengantar penelitian Hikum ( Jakarta Universitas Indonesia Perss, 1986) hal
151 '




66

B. Metode Pendekatag |

Pendekatan yang diperpunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan yuridis dan pendekatan susiologl.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan /
digunakun untuk menjudi scuun dalum menyoroti pcrmusulzilhuu.u ber
dasarkan aspek hokum yang berlaku. Sedangkan pendckatsim Sosiolo
gis adalah suatu cara pendekatan yang mengakaji atau menelusun pri
laku dan sikap masyarakat terhadap hokum yang berlaku.

Penclitian hukum ini dapat dibedakan mcnjadi pencliitian
hokum yang yuridus dan sosiolgis yaitu penelitian yang dilzjxkukan de
ngan mencliti bahan pustaka yang merupakan bahan sckunder dan di
sebut juga daftar pustaka, dan penelititan hokum sosiologié terutama

|
meneliti data primer.*! |

C.Penentuan Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam bentuk purﬁosif‘.
Selanjutnya penentuan responden dengan menggunakan snowball
sampling” ( sampling bola salju). Jumlahnya bellum dapat (;iipa.stikan
sejak semula karena tergantung pada perkembangan data dilapangan

samapi dirasa tuntas.

DJenis dan sumber data

Jenis dals yang dikumpulkan adalah dals deskripil l.erjula.ma.
dalambentuk data primer dedngan tidak 111011g011ya111p111ékall data

1 L] . Ll " i L]
sekunder . Sumber data primer diperoleh dari sumber informasi / nara

. Rony Haniji Sogmiira, Metodelogi Peneliian Hulamm, Graha Indonesia, Jakarta , hal 9.
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sumber yakni dari anggota ka,ujm suku guci, Kelurahan gunung
panggtlun kecamatan padang utafra, pemerintah Kota Padang daﬁ :
Ketua 1V LKAAM. Dilokasi |?cncliti;&n yang me:‘lururt: rencana
dilakukan di Kecamatan Padarfg utara, sedangkan sumber data
sekunder yailu peraluran, dokumen- dokumen, mukaluh tumbo Lambo

dan sejenisnya yang berakitan dcngan obyek penchuan

E. Tehnnik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dafam penclitian ini adalah :
1.Data Primer ‘
2.Data Sckunder 1
data primer adalah data yang dipﬁeroleh langsung dari lapangan atau
masyarakat, melalui obscrvasji /pengamatan, interview atau
wawancara vang dilakukan terhadap beberapa pejabat yang terlibat
dalam proses pembebasan tanah }jrang telah ditentukan sebagai sample
dalam penclitian i, pertnyaan j;fang dilakukan tclah dipersiapkan
terlebih dahulu sebagai pedomé.n bagimpenerima informasi, akan
tetapi dimungkikan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi pada shat berlangsungnya wawancara.™
Data sekunder adalah date{ vang diperoleh lllqlallii arsip arsip,
pustaka pustaka, data data r'eqmi pada instansi, unciang undang dan
tulisan l'unnya yang ada kcntann}a dengan masalah yang akan

diteli.*

-

% Soerjono Sokanto,Peneltian Hukum Normatif, Raja wali, 1984, hal 172,
43 | Roni Hanitjo Soemitro, Metodelodi Penlitian Hukum Graha Indonesia , Jakarta hal 8
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F.Metode analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis ialah
untuk mencari dan menemukan hubungan antera data yang diperoleh
dari penelitian dengan landasan teori vang ada dan yang dipakai
sehingga  dupal  memberikun gamburun  mengenai  pokok.
permasalahaan, disamping itu digunakan juga meteode analisis yang
kwalitatif yang bertujuan untuk mengerti dan mcmahamx gejala yang
akan ditefiti. ™

Adapun mectode kwalitatif adalah merupakan suatu cara
penelitian yang menghasilkan data desknptif analisis ataw direliti

kembali dan akan dipclajari scbagai suatu vang utuh.”

(. Tehknik Pengecekan Validitas data

untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka

digunakan |

tchnik triangualsi data, yakni data atau informasi dari suatu pihak
harus dicek kebenrannya dengan cara memperoleh data itu dari
sumber lain, misalnya dari piha kedua ketiga dan seterusnya. ™

Patton membedakan empat macam triagulasi sebagai
Pemerikasaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidik, dan teoru. Dalam penelitian ini yang digunakan triagulasi
sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wakiu dan alat
bebeda. Hal ini ditempuh dengan cara |

. Soejono Sockanto dan Sii Matmuyji. Penelitian Huknm Normatify, Raja wali, 1984, hal 20
12 SOC_]OIIO sockanto, Op cit hal 150.

* . moloeng Lexy J, Metodelogi Penelitian kaulitatif, bandung, Remaja Rosdakarya, hall 78,
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. membandingkan data hagil pengamatan dengan hasil

wawancara

. metnbandingkan apa yang dikatan orang didepan umum

dengan apa

yang dikalan secura pribudi,

. membandingkan keadaan dan persepktif dengan berbagai

pendapat

yang berbeda startifikasi sosialnya.

. membandingkan hasil wawancara dedngan isi dokumen yang

berkaitan,




BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Hagil Penelitian
A. a. Gambaran Umum  13aerah Kota Padang
Tetak geografis Kota Padang ( kurang/ lebih ) diantara 0 58,4 lintang

selatan dan 10055,11 bujur timwr, sedangkan batas-batas yang mengelilingi

Kota Padang adalh :

_ Sebelah WHara . Kabupaten Padang Pariaman
- Schelah Sclatan + Kabupaten DPesisir Sclatan

- Scbelah Barat : Samudra Indoncsia

- Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Mimana Kota Padang terdiri dani |1 (sebelas ) kecamatan dan 93 (
sembilan tiga ) kelurahan.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Fropinsi Sumatra Barat dengan pen_géunaan
tanah 55.07% merupakan Lulan lindung serta tanah pecrtanian, sedangkan
daerah perumalian mencanglup luas 11,37% atau luag 7.901,01 Ha dari lnasg
wilayah kesceluruhan.

Serta Kota Padang mempunyai luas 694,9 km%ari luas terscbut hanya
merupakan daerah tinggi dan perbukitan. Yang mempunyai ketinggian antaral
sampat dengan 5 { lima ) meler bagian terendah dan seratus meler bagian
tertinggi, kemiringan kota dari arah Timur menuju Rarat dan herakhir di
Samudra Indonesia, yang menpunyai iklim tropisdengan tempratur.bérkism‘ l

o & . . -
28,86/d31, 5°C pada siang hari ,sedangkan pada malam hard temraturnya
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25,5° C (Sumber data - Monngrafi Wilavah Kota Padang (Kantor Staris:t%l_:
Padang ).
Perkembangan wilayah Kota Padang dahulunya hanya terdiri dan 7
(iujul ),antara lain |
= Rampung belaking, tangsi
= Kampung Pondok

#  Kampung Fawa

Kampung Alimg T.awas
= Kampung Sawahan
»  Kampung Pasar Gadang,
«  Kampung Parak Gadang
Namun demikian  daerah Kota Padang sebagai suaiu oionom dan daerahnya

diperluas lagl menjadi 12 (dua belas ) wilayah kampung yalau :

Kampung Belakang Tangsi

Kampung PondokRampung Alang Luawas
- Kampung SawahanKampung Uak Karang
- Kampung Sawahan

- Kampung Gunung Panggilun

- Kampung Andalas Marapalam

- Kampung Seberang Padang

- Kampung Teluk Bayur

- Kampung Air Manis

- Kuampung Jawa




- Kampung Pasar Gadang
Dimana duloinya Bagian Pemerintall U yaug mengkoordiniy Daciah
Administratit vang dibagi atas 3 { tiga ) dacrah resort kecamatan
Kecamatan Padang Narat
Kecamatan Padang Sclatan
Fociamatan Padunyg Thnur
Jadi dengan demikian bahwasanya dahula ity terdaapat tiga kecamatan

dengan lus wilayah 33 Km 2. Dan sekarang wilayah aduntinistrasi ini Kota Padang
viersebut dipertuas lag clari_ 33 Km2 menjadi 694,96 Km2 dan Kecamatan vang
semulanya 3 Kecamatan menjadi sebelas K.ecamatan -

#  Kceamatan Padang Barat

¢ Recamatin Padang Selatan

*  Fecamalan Padang ulara

® I{c}cai‘nawn koto Tangaly

¢  Kecamatan Naggalo

» Kecamaian Kuranji

¢ Kecamatan Lubuk kilangan

& Kecamatan Pagh

¢ Kecamatan Lubuk Begalung

* Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Dengan menetapkan dasa-desa aiau Kelurahan di Kota Padang , maka

selama ini




Wota Padang terdiri dari 13 Kepala Kampung berubah menjadi 193 Kehrahan
vang. masing-masing Kelurahan i Pimpin oleh seoraang Lurah.( Muonografi
Wilayah Kota Padang ): Kantor Statisttk. Padang,

Wilayah Kota Padang mernpakamn perpaduan dari dataran rendah,
perbukitan dan wilayah sungai. Disini  juga twerdapat 21 sungai dan 17 pulay,
yang berlokasi dibeberapa wisvah Kevamaian,

Tiengan Kondisi demikian, curah hujan tinggi di Kota Padang
Wilayah Koia Padang terddiri dari 17 Kecamatan denagaan jumlah pendudui
berdasarkan sesnsuss penduduk tahun 1996 ~ 2000 berjumlah 777.0444 jiwa .

Repadatan penduduk berada di Kecamalan Padang Timur, sedangkan yang paling

Jarang pendudukaya adalah di Kecamatan Bumngus teluk Eabung . Seliap

Talwnnya portumbulian penduduk borkisar 10%-20% tiap tahun,

Dengan peertummbulian penduduk yang cukup linggl pemerintah kota
herusaha agar penyebaran penduduk di Kota Padang merata sehingga tidak
terpusat di pusat perkotaan dan perdagangan . Melalui prograam-program
pemenniah dngan cara membangun daerah atau kecamalan yang masih _ia.ra_ng
pendudduknya,

Dalam rangka menjalankan Programnya, pemerintah kota membuat
Rancangn Penalaan Ruang Kola yang lelah ditelapkan sekali 20 tahun , namun
dalam perkembangan pisik kota lidak sepenuhmya mengikuti pola Rencana Induk
Kota ,sewakiu-waktu dapat berobahsesual dengan kebutuhan ;hasyara_lmt'kotn.

'Mem_x_rut Pemerintah Kota Padang pada masa yang akan dating perumahan

akan  tetap  nuupakan  paktor  yang  dominan  serta  sangat  menentukan




74

perkembangan fisik kota , Nahkan dapat juga diartikan sebagai penvehah utama
pertumbuhan fisik kota.Sehubungan dengan itu tanpa campur tangan yang kuat

darr pemerintah kota,di perkieakan ima (5 ) alau 10 ¢ sepiduiy ) vang akan dafang

Kawasan pernmaian akan baerkembang dalmm tiga corak wama yairu

1. Diensifilkasi
2. Spoutan
L Turencana

Dalam  rangka  pemeratoan  pertumbuhan  penduduk  pemerintah  kota
berasaha muanindahhan penduduk dari kawasan pemukinan yang paddal dan
dibawah standar pada bebeapa tempat dalanikota, ke ttnpat vang leebih layak, baik
bagi asyarakat yang berpenghasilan tnggi maupun bagi masyarakat yang
perpenghasilan atau penghuni kawasan kumoh yang bei'l)eifgl;:iSSIail:‘mn.clah .

Pemerintah kota memberikan standar pengadaan periimahan di kota Padang,

Ak Penjustan Tanah Pusaka Tinggl dan Alasan Mamak Kepala Waris /

Niamak Kepata  Kaum dan anggota Kaum,

Pada umumnys magvarakat ash, khususnva dikecamatan Pavhdahulunya,
surmnber kebidupan mereka dari hast! sawahdan ladang vang mereka olah sendiri
apabila seiclah panen mercka menungou panenn berikuinya mercka mencari
poherjaan betikulnya yailu borludang, Scsusi Jeengan kondisi Llanah vang brawa
dan sawabi vang luas, sehingga lahan vang adad disekiatr mercka cukup untuk
avimgnuhi ebuivhan hodupnya sohar] hart,
ianya lahan untuk tambak kan, hasil sawah untuk memenuhi

winys sehingga mercka merasa hidup berkecukupan dan pendidikan




hukanlah merupakan kebutuhan yang utama. Dengan a.cl:iﬁya:i‘t:jnah ﬁusa!-:n‘:,‘f:'mg
meniamin  kesejahteraan hidup mereka schimggas mereka ;meﬁom!;or duakan
nendidikan,

Sekarang zaman telah  berobah, cemajuan ilmu  pengetahuan dan teknologi
mempengaruin semua kehidupan manusta, baik dibidang pembangunan, ekonomi
dan sosial budaya yang mana semua itu iidak pernah terpikir oleh masyarakat kota
padang, khususnya  Kecamatan pauh . tanpa disadari mereka secara langsung /
tidak langsung mercka juga tclah dipengarubi perkembangan pembangunan, hal
i dengan banyakaya terbukd dengan banyaknya tanah pusaka mercka (elah
teralih atiau Jijual untul pembangunan perumahan,

Menurut informai furah Gununhg Panggitun  Padang Utara ,baltwa separuh
atan S0% dari jumiah tanah puaka yang ada didarahnya tclah Loralih atsy dijual
pada Developer dan dijual porkapling pada pororaangan . Peralihan /penjualan
tanah pusaka tinggitersebut ba.nya' teriadi pada awal tahun 1990-an .

Tanah pusaka yang telah bcm]ﬂ; di kelurahan  Gunung Panggilun dapat ditihat
ctani Mdnog;‘aﬁ pada lampiran,

Banyaknya tanah harta nusaka tinggi yang beeralih kepada depeloper unuk
Pembangunan property, menjadi komplek perumaban. Dalam hal ini pcniéﬁti
mengambil sample sebagai kasus akibal dari penjualan di kelurahan Gunung
Panggilun RecmalanPaddang  Ulara yallu pemilik asal fanah dan’ komplek
perumahan belanli permai IT di Derok Gunung Panggilun. Alasan peneliti memilih
Karena penelition i sangat sensitive, sebab menyangicat maslah keluarga

(masalah  pribada  anggota  kaum yang akan menimbulkan kecurigaan

(UPT-PUSTAR-URDLE)
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Jketidaksenangan anggota kaum/NMamak jurai karena menyangkut aib keharganya
sendiri, Untuk itu diperlukan pendekatan kepada aﬁggota Kaum .Pada saat
penelin turun kelokasi agar mendapal inpormas vang benar dan data yang akurat
peneliti melakukan dengan memberikan bebrapa perianyaan dengan sangat hati-
Dl agar tidak menyinggung prasaan dan harga dird anggotas kaum,

Dimana tanah terscbut dalam penjualan  atau peralihan pada depeloper
menimbulkan permasalahan dan terjadinya gugulan dari ﬂallah‘ sal;u“jurai.-\"ang
mana permasalabannya dalam perkara tersebutadanya salah satu ;_iumi tiddak
diikuutsertakan dalam penjusdan Tanali Pusaka Tingei tersebut, sudaugkun dlalmn
Jurai yang- menjual itu ,tidak semuanya anggota kaum itu setuju untiuk menjual
tanaly Pusaka Tinggi tersebut schingga dalam peralihannya dilakukan dengan cara
tidak bonar dengan cara ponipuan dan memalsukan  tanda tangan anggota
Laumnya olch yang meniual tanah terschut,

Hasil sawancara peneliti yang tah dilakukan padda anggota Jurai /Kawm
Suku Guel bahwa dalam penjualan tanah pusaka tinggi oleh mamak Kkepala waris
vaity Syamsudin Syafei (almartim) pada tahun 1982 telah melakukan perikatan
fual beli tanah itu pada H.. Amir Jall untuk pembangunan hotel tanpa
sepengetahuan  anggota t{m.m;. Sebenarnya Mamak Kepala Warls yang
sc’-imnm‘nya‘g‘ ia hanya Mamak Paruik sedangkan Mamak Kepala Waris yang,
schenamya adaluh Gonjong, kemudian Symnsudi Syalsi raeminla diﬁnya unluk
ditunjuk | menjadi  Mamak Kepala Warls, oleh Gonjong dengan meminta

persetujuan anggota Kaum dengan alas an ia orang bependidikan , pintar, orang

Berduit dengan harapan dapat melindungi anak kemenakannyd dalam‘kaum suky’




T7

guct. Kemudian ia diangkat menjadi datuk dengan upacara adat dengan mgmotong
sapi , kemuian daging sapi i .bn,gjwhagil(an padda anggota kavim, dan setiap hari
raya Mamak Kepala Kaum 7 Mamak Kepala Waris (Syamsudi Syafei) memolong
sapi untuk anak dan kemenakannya,sehingga lama kelamaan berfambah banyak,

Sebelumnys, pada taliun 1978 keluar prograim pemerintah dacrah inelalui
instansi terkait yaiitu  Badan ’crtaﬁalwn Nagional dimana kescmpatan itu
digunakan unfuk mensertifihatkan wnah hala pusuka (inggl tersebut,Pada saal iy
Mamak Kepals Warls menyarankan kepada anak kemenakannha dan Mamak
Partuik, Mamak Jurai di Kandih MNanggalo agar tanah itu di sertifikatkan untuk
menguatkann bukti pemilikan tanah kita.IDengan alas on tersebutsemun anggota
Kaum, menyetuivi untuk disetifikaikan tanah Kaumnya, Dalam memenuhi syrat-
sveal formalitas harus dengan perselujuan anggota kaum dan di tunjuk  Mamak
Kepala Warios / Mamawmk Kepala Kaum mewakili badn hokum tanali tersebut,
kemudian  Mamak B.'.cpzlla. Kaum mcminta tanda tangan anak kemenakannya
dengun cara menandalangani kerlas kosong rangkap dua,dengan dulih memberi
kuasa menser(ifikaikan tanah, dalam penandatanganan ity di kulserlakin anggola
durat yang di Kandih Olo Nanggale . Pada saa penandatanganan Kertas kosong
hanya di lakukan oleh Mamak Parvik dan anggota paruik ynﬁg perempuan ( !mk‘nl_(
alaun adik prempunnya) Setelah sertifikat diterbitkan badan perianahan nasional
atas nama Syamsudin Syafei scbagat Mamak Kepala Kaum Jternyata kef_tas
Rosong, yang ditandai tangani tadi isinya adalah ;

- Satu rangkap untuk memberi persctujuan menscrtitkatkan tanah.

- Dan salu rangkap lagl surat kuasa untuk menjual tanah.
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Sehingga ia dapat mel-"mkan perikatan jual beli dengan IL Amir Jalil
~Dengan kertas kosong yang ditanda tangani anggota kaumnyy ,kerﬁudinn oleh
Mamak Kenala Kaum, dikemukakan lagi idenya unmk menjual {anah
twesebut, daiam dalam hal i didak mendapai respon dan fanggapan dari angeota
Rawnn, sehingga para kemonakan menbual suad inslansi Agraria \serla seluruly
notarics di kota Padang , mominta agar porikatan jual beli yang tclah olch
Syamsudin Syafel  ( Mumak Kepala Wars dengan HLAmir Jalil dibatatkan |
kemudian 1L Amir Jalil menggugal Kaum Syamsudin Syafei { Mamak Kepal
Waris) dan dimenangkan olehIT. Amir Jalit | tetapi tanah tidak dapat diluasai oleh
H.Amir Jalil karena pihak vang berpekara adalah masyarakat adat Minang Kabau
maka  Darus  ada persetujuan  angoola kaum, kemudian Moamak Kepala
Kavmiersebul meninggal dunia.. Karena tanah tersebut tidak dapat diluasai oleh
Amir Jalil . Kenmdian  tahun 1993 datang P'I' Rahaka Cipta membeli
tanahuntukperumahan dengan menawrkan harga yang lebih tinggi ,schigga sisa
vang yang diferima Mamak Kepala Paruik lebih besar Rp. 92.000.000,00, jika
dibandingkan dengan sisa penjualan dengan 11 Amir Takil ,2antara Mamak Kepala
Waﬁs dengan TL.Amir Jalil mengadakan perdamaian,dalam hal ini Mamak Kepala

Warls pengganti ( Gonjong) melakukan perundingann dengan mamak Paruik dan

anggota Kaum untuk menival Pusaka tersebut , Entah bagaimana caranya terjadi -

kesepakatan antara Mamak Paruik dengan Mamak Kepal Waris , namun lidak
semua angeota kaum mengetahui tentang kesepakatann untuk wehjual tanal

pusaka higgl mercka, Dlam  perundingan  terscbut  Bundo KRanduang  tidak




diikutsertakan, Untuk mendapatkan persenijuan anggota Kaum vang di Be.mlc
Ctunung P'm,rzm!vn ada dua cara

misam vange lidak semgu

Ldam pembagian menikinati Harla  pusaka Tinggi bagi anggota Kaum
yang akan mengawinkan  anak  paddisnya sctahun scbclulmuya ia sudah
sicibeitahukan kepada anggota Kaum yang scdang micngelola sawah terscbut
gt yang skan mendapat wlliran bertke uinya mengalah |, dun n‘:c:ﬁbcl‘ikun liak
tearsebut kepada anggola kaum,

sehelum dijual tanah arta Pasak; Tingpi terschut diperuntukan sawah
dan fanaman rumbie, Luas tanau sebelum dijunt 2,4 hektar dan yang dijunl lizmva
2 hektar sedangkan 0.4 hekiar ving lelah ditempati uniuk rumb  adik/kakak
perempuan dan kemenakan Mamak Paruik yang telah berkelvarga ( rumah kecil )
. Monurut angpota Kauin torutama yang peempuan Harta pusaka tingei ity magih
perfu dipertahankan karena untuk menunjang  perckonomian anggota kaun.
Pembagianrumbia bag zmggulu: Kaum yang rumahnya masih beratap rumbia
maka ia beba mengambil daun tersebul umiuk mengganli alap rumahnya yang
telah boeor dan batangnya boleh dijuat oleh anak kemenakan vang membutuhkan
hiava sekolah atau unfuk uang jajan.

Stelah harla pusaka tinged dijual , hubungan Mamak Kepala Waris dan
Mamamk Paruik terjadi perubahan dan iidak terjalin lagi hubungan ikatan batin
yang kual dulu menjadi putes sclingus kalauw Mamak Parulk dating kerumah
Inakak /Adik perempuan atau kemcnakan scolah-olah scorang musuli atau orang

asing yang daling berkunjung, anak kemenskan pergi menghindar,




Dan setelah harta pusaka tinggt di Jnal sawah dan ladang rumbia telzh
menjadi  komplek perumahan  timbul perasaan menyesal (mener ) kehuar
neapannya kepada kemenakannya ( dar) ternyata tanah kita fua Juga , kalau diolah

dongan baik pasii mendaiangkan hasil yang lebih banyak

Dengan mulainya PT. Rahalka  melaksanakan pembangunan  serta
mcratakan sawah dengan tanah, baru Jurai yang di Kandih mengetahui bahwa
fanah tanah pusaka tingsi kKaumnva telah dijual ,kemusian dia menggugat pitiak-
pihak 3'mg telah melakukan perbuatan hokum jual beli tanah tersebut, karena ia

merasa berhak atag tanah kaumnya i

Dengan adanya sengkela tersebwt ,maka Jursi vang Ji Kandih Olo
Manggalo melakukangugatan ke pengadadilan, namun gugatan terscbut ditolak

ofeh pengadilan karena dengan adanya pertimbangan:

-Limana  penggugat tidak sekaum  hanya sesuku yaitu  Cjuci,schingga

penggugat dianggap orang vang tidak berhak atas tanalh pusaka tersebut

Menurut pengakuan aggota kaum Jurai yang di Kandih telah mendapai
tanal ganggam bauntuk di Kandih Olo  Nangoalo tetapi apabila ia meﬁwnen padi
atav menjual hasil ladang dari pusaka di Kandih Olo Nanggalo ,anggota Jurai di
Beok (unung Panggilun masih memerima hagil panen yang di beri oleh Jurai

vang di Kandih OQle Nanggalo .

Menurut pengakuan anggota kaum yang diberok Gunung Panggilun
,balwa Jural yang dikandih Olo Nanggalo memang anggota kaumnya,mereka

sepusaka, sepadan perkebunan ,segolok segadal sehina seralu,

e e TR
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Ofeh karena it dengan adanya uang sisa hait penjualan harta pusaka tinggi
tersebut hanva untuk kenikmatan sesaat dan tidak ada bekasnyn lagi ﬁng!' anggota
Parvik dan bagimamak kepala  waris uang hasd penjualan it dibawa pulang
kerumah istrinva dan dibelikan pada tanah atau kebutuhan yang lainnya . Sisa dari
pelunasan hutang Mamak Kepala  wards yang meninggal (Syamsudin Syafel)

dibagi sama rata yang jumlub pebagian menurut Paruik, masing-masing mendapat

Jadi alasan enggota kaum tidak menyetujui penjualan tanah pusaka tingg
adalah karena hmang yang di buat H Syamsudin Syafei adalah hutang pribadinya
sendiri  dan  bukan hutang  umuk  keperinan anggota kaum, yang menurul
keioncluan adai ada 4 perkara. Scdangkan ia dalarn menjalankan usallamyat
tersebut adalah untuk anak dan istrinya dan membuat rumah bagus serta memiliki
mobil untuk anak istri,sedangkan kemenakan nya hidup miskin,maka tanah terseut

untukmenunjang perekonomian anggota kaumnya.
Bagl Yang Setuju

Secara sukacels anggots kauin menandatangani surat Kuasa jual-beli. Alasan
harta pusaka tinggi dijual menurut Mamak Kepala Waris Gonjong;
- Untuk membayar hutang Svamsuin  Syafei sebagai Mamak Kepala Kaum
/Kepla Waris . AR B
- Sisa hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada angzota kaum apakah untuk
dijual dijadakan modal usaha atau untuk unuk dibelikan kebutuban rumah

tangga atay yang lainnya .
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~ Agar tidak terjadi pertengkaran antara sesama anggota KKaum di kemudian

harn,
B. Penjualan Harta Pusaka Tinggi Pola / Prosedur Peralihan
Tanah pusak tinggi /tanah niayai nagari helum mempunyai sertifikat hak

atas tanab .Akibatnya peralihan ,-"peniua an tidak dapat dilakukan dr.ngan balik

nama begitu saja seperti halnya jual bLII hak atas tanah yang telah busc:id’n\at

5

milik peroranpan.

Sebagaimana ielah diuraikan .babwa banyaknya tanah pudaka til_nggi yang
telahy dijual dijadikan oleh depeloper unuk miejadi komplék pelmnahm ,2dismping
pemcri_xﬁah Lota memajukan per'kcmbangan fisik kota jupa membuks kesempatan
bagiinvetor unfuk tnenanamkanmoedalya sehingga banyak prusshan developer

yang taendapat izin Pritsip ari pemorintal kota,

Memang ada jugs tanah tanah pusk tinggi /tainah ulayat kaum yang telah
besertifikat dimana pemegang hak tealkis menjadikan hak milik perorangan yang

dihaki olch semua angpota kaumnya ,atas nama Mamak Kepala Kaum,

Hasil penelitian, di dalam peralilan penjualan tanal pusaka tingpi kepada

pihak developer,menurut ketentuan unang-undang adalah™ { BN Kota Padang)

- Undang-undang No.5 rahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

(LJUPA),
- DNo .10 tahun1961 tentang Pendafiaran Tanah.

- Permendagri Mo.5 tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai

Penyedian Dn pPemibeian Tanah Untuk Keperluan Pemeahuan




- Peraturan Kepala PR N3 1shan 1997 fentang “Tatacary Memperoleh
Peneadangan “Fanah. ban Lokasi . Pemberian '.!"m'pnnj':mgzm tan
Pembaharuan Hak Atas Tanah serta penerbitan sertifikainya,

- Peraiwwran Menliri Agraria No.2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh
izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam angka penanamain
modal,

- PP No. 24, {enleng pendallaran tunah.

- Perda No. 13 whun 1983 fentang Nagr sebagai Kesaluan masyarakal
holum adat datam Propinsi Tk.1 Sumatra Narat,

= SK Gubemur Kepala Daecrah TK 1 Sumatra Barat No.13 tahun 19§O
renfang susunan, organisasi dan tata kerja BKPMD TK 1 Sumatra Barat,

Bd, Cara Peralihan Tanah Yang Telah Bersertifikat kepada Develaper,
i

v , Lo
LM sind Peralihan tersebut ada dua cara:

a. Denangan Cara Penurunan blziljc Atas Tanah
1
Tunah yung (elah bcrsm‘liﬁkuli melalui penurunan Hak yailu; Hak milik irsebyt

menjadi [IGD elebih dahuly, kf:iﬂudihﬂ baru diadakan jual beli anfara pemegzmg
Mak dengan Radan Tukum. PT ( Developer ) ‘
setelah ada Akta jual beli baru dibalik namakan pada peregang hak bary ( PT ).

Kemudian PT' atau Df_:v@iopcr tersebut mengajukan permohonan  Aspek
J1zin lokasi yang prinsipnya samn dengan yang ielah di kemukakan diatas,

Dalain peralihan hak pada konsumen melalud Jual beli ,baru diadakan
pomceatian Hah atas tanah terscbut,

b. Dengan cara Pelepasan Hak Atas Tanah.




b

-
i

Setelah jual bel di lakukan di hadapan PPAT, langsung dilakukan
pelepuan Hak.

Deveioper harns memibiki wan lokasiJike luas {anahnva 1 heklar ;maka
iidak diperiukan izin (giapi bagi lnas tanahnya 1 hekiar lebih mak a di
polunan tan lokasi dari Budan Porlanalian Nasstonal Jdan di tandalangani
uleh pomcrintan kota dulam hal ini walikota. Dalant pomberian lzn Badan
Pertanahun Masioonal dun pemeriniah Lols mengadakan rapat I*tbura!inusi
dengan mstanst lerkail vaitu: Dinas Perlanion , Dapeda , Dinas 'f;;t;-t Ruang
fdan "l‘n.tr; H:zngun;m., Intta suil { PUT ), PHIYL, Camat dan Tarah
setempat. Dalam  rapat it masing-maging  Instansi tersebut membeilan
nnm.nk.:.-n.,kn!;m’ udak  bertentanpan denganinngs masinp-masanginsiany
maka dibent jzn lokasi kepada Developer vang bersangkutan, Seandainya
izizn vang akan diberikan kepada Doveloper bertentangandengan alag an

vang, menyanghul fungst nstanst erscbut.

solnya Tein yang dimana lelah diperuntukan perfama arena lnhan rsenu

prodikif

.

PYilanjutkan dengan permohonan HGR datam bentuk sertifakat Induk,

seteiah seritikat diterbitkan bar cilakukan nemecahan hak. Dalam permohonan

HGD ada beberapa syarat vang harus dipenihi Badan Hukom { Developer ) vaitu ;

-

.

1

i)

hew

Akta penduian P11 berisul dngan pengesahian dail Mentri Kehaldman dan

L)

Wil

TTTYTL YY)
R LRLHLS
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d. Surat bukli perolchan yang isinya terdiri dari:
- Surat pernyataan dan pemilik semyla (Kaum )
- Surat keterangan lurah
= Ranji kaum / sisilah keiurunan kaum
- Pelepassan Hak
- Bukti pembayaran Pajak
- Foto copy KTP Dircktur dari PT {Developer )
- Izin lokasi | | |
- Foto copy Persctujuan bidang usaha dari REEI scbagai anggota
B.2. Cara Peralihan Tanah Yang Belum Besertifikat.

t. Diakukan pengkuran sampai dikeluarkannya surat ukur

2. Mamakkepala kaum dan angpota kaum membuat gurat pernyataan
penguasaan pisik mengenaibidang .i‘anah yang dilengkapi dengan surat
keteangan dari lurah sctempai' yang menguetkan surat pernyataaan
tersebut dan di tambal dengan ranji (sisilah keturunan) dari kaum yang
bersaangkutan  yang  dibuat  olch Penghule  suku, Lurah  beiscrta
Kerapatan Adat Nagari (KAN).

3. Kemudian Developer meminta Aspek penatagunaan tanah tentang lokasi
pada kantor pertanahan nasional dengan syarat-syarat yang telah
dikemukakan diatas.

4. Pihak Developr menga_iﬁkan permohonan pengumuman ke Badan

Pertanahan Naional, pihak Badan Pertanahan Najonal mengadakan suatu




pengumumnan ke Keluralian sctempat yang intinya momberitahukan i&ada
khalayal/masyarakat sctempat ,bahwa bidang tanah adalah kepunyaan

dari kaum dan akan dilepaskan haknya pada BadanHukum ( PT)
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Dalam pengumuman fersei>ut di beri kesempatan pada mereka yang
merasa herhak atas tanah tesebut untuk mengajukan keberatan pada
Badan Pertanahan Nasional dngan tenggang waktu 60 hari,

6. Bagi yang tidak ada gugutan atau keberatan dilanjutkan dengan

| pelepasan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan kepada Badan
hukum. (Doveloper).

7. Sctelah dilakukan pelepaasan hak pada Deweloper baru Devcloper
tersebut  mengajukan HIGB  yang masih dalam  bentuk  Sertitikat
Induk,setelah sertifikat keluar baru diadakan pemecahan hak.

8. Bagi tanahnya yang bermasalah atau ada yang keheratan mak pelepasan
hak di tangguhkan ,menungpu adanya penyelesaian melalui: |

*  Dilimpahkan kgpada Ninik-Mamaknya (Pengghulu)
= Kelurahan dan KerapatanAdat Nagari (KAN).
* Kalau tidak ada ponyclosaian dari kedua lmnbaga:; diatas baru melalui
Pengadilan Negeri, |
Apabila tercapai perdamaian melalii KAN maka putusan KAN
tersebut di buat secara tertulis kemudian dilampirkan dalam warkah Sertifikat dan

baru pelepasan atau penurunan hak.




C. Tanggapan dari Pemerintah Kota dan Tokoh Masyarakat

Meskipun terlarabat pemcrintah kota Padang manyadari bgllwa ckscs
pembangunann di Kota Padang telah terjadi peregeseran nilai, ya_ng; selama’ inj
menjadi corak khas masyarakat Minangkabau yang bersifat kekclua;'gaan yang
tinggi menjadi kearah masyarakat yang individualistic.

Salah satu pendorong terjadinya pm%:bahanl nial mlzu tersebut k;lr'ena

banyaknya tanah berupa sawah atau ladang yang semula | dikuasai ﬁcmekutuan

Hukum Adat baik oleh bagian atan kaum yang telah beralih pada pihék fain, balk

untuk  pombangunan  porumaban  portokoan dan  sarana lai_imye:, schingpa
kopemilikan yang borsifat komunal atas tanah (yang mcrupakanl cirri khas
kepemilikan dalam persekufvan adat Minangkabau), makin lama makin habis
khususunya dikota Padang. F{i_ﬂ ini membawa konskwensi hilangnya perekat
antara anak nagari atau anggogéa kaum sebhab mereka tidak memiliki tanah lagi
yang selama ini mereka lceljak.amj atau pelihara bersama secara turun temusun.
Menyadari hal ini tersebut untuk mengembalikan corak masyarakat hukufn
Minangkabau Pemerintah smxixatera barat mengambil kebijakasanaan dengan
membuat Porda No. 9 taliun 2000 tontang ketcituan pokc}k Pomorintali  hagari,
yang monghidupakan kembali Pomcrintah Nagari di sumatcra Barat (yang
merupakan cirri khas Pemerintaha vang terendah di Nﬁnangkaba;a), dimana
schelumnya pemerintah Nagari dihapus dengan adanya Undang Undang no. 5
tahun 1979. dengan dihidupkan kembali Pemerintah Nagari diharapakan

terpefiharanya kesatuan persekutuan Masyarakat Hukum adat dengan wilayah

b
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nagari yang di dalamnya adanya hak Ulayat Nagari dan hak porsckutuan kaum
berupa tanah pusaka tinggi.

Digamping itu untuk menjaga keutuhan magyarakat persekutuan
hukum adatapabila terjadi sengketa tentang sako dan pusaka di upayakan
penyelesaiannya melalui lembaga adat dengan putusan perdamaian dan apabila
tidak tercapai maka melalui Pengadilan Negeri.

Pemerintah Kota padang juga menyadari bahwa pemerintah  sepenunhya
tidak dapat menghalangi épabila ada suaty kaum yang hendak menjual harta
pusakanya, akan totapi pomorintalh Kkota borsama dongan lombaga korapatan adat
Minagkabu, memberikan pengertian kepada ninik ‘mamak ictantang akib;iz apabila
harta pusaka di dan jual menghimbu, apabila terpaksa menjual tanah pusaknya di
carikan penggantinya dengan tanah di tempat lain. Sehingga tali pengikat ritara
anggota kaum mamak kepada kaum tetap terpelihara, sehingga rasa kak@luzirgaan

yang menjadi ciri khas di Minangkabau tetap terpelihara.
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a..Dampak Postiit,

Harena harus memcnubit syarat-syarat yang sangat ketat, sclain adanya
Fesepakatan scluril anggela kaum felapi juga mempunyai alasn yang lelah
ditentukan  dalam adat,dan tanpa persyratan tersebut tidak dibenarkan untuk

mengalihkan harta pusaka Karena ha! tersebut sangat memalukan bagi anggota

kanm.

Menurul adat Minang Kabau hampir tidak mungkin lanah pusaka yang

dimitiki oleh persekutuan beralih pada pihak lain ( di uar anggota kanm ).

Dari hasil penclitian penulis, scjak tahun 1994 gampai 2001 tclah ada 74
lingkungan perumahan yang dibangun ole Developer yung lanah semula berassal
dri lanah harla pusaka nggl ,dan rata-rats tiap lingkungan perumahan dibangun

berkisar antara 100 sampai derigan 300 buah rumah dengan herbagai fie Sehingga

sejale tahun 1994 sampmdengan 2001 pertambahon penduduk  lebih kurang

Dan belum lagh dibanpun sccaa pribadi [ dengan adanya komavan dari sutu
kaum vang menjual tanah pusakanya yang dijual untuk pombapguna telah ikut

membantu melancarkan program pemerintah di hidang perumahan,

- Didalam perkmbangan peralihan tanah pusaka hanya
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herdasarkan kesepalkatan angggota kawm tanna alasan pembenar,( alas :ml yang
ditentukan dalam adat ) karena fingeinya nilai jusl tanah yz;.ng:;mendoong éun_tu
katnm unink mtmjual.r'lntslt:«;.ms_ tanah pugakanya | dengan tidak ketatnya persyaratan
peralian tanah pusaka, dengan sendirinya banyak tanah pusaka yang ielah dijual
pad pihak fain selanjut nya diperuntukan untuk pembangunan perumalian  baik
oleh  developer  atau perorangan cfan sarana lainnya scporti: pcrka_ntoraﬁ,
pertokoun, da schagainya,

Jadi ,sejalan  dengan pertumbuhan penduduk di kota Adang ,maka
kebutuhan adanya perumahan da sarana lainnya,akan nreningkat,

Di wilayah kola padang ,lanah-tanah yang masih kosong pada umumnya
ditniliki oleh Persekuuan kaum berupa sawah atau ladang yang telah dikuasai
fecara tarun temurin ( tanah harta pusaka).

b. Dampak Negatif,

Menjadi - seorang .iml‘ividuziﬁsﬁs dan malerealistis, sehingei lupa akan
tanggung jawab schagai mamak/penghula hanya karena didorong oleh harga tanah
vang tinggi ,se!ﬁngga banyak mamak yang ingin menjual tanah pusaka kaumnya
tanpa memikirkan akibatnva, Akibal cdapi penjualan !ana..il nusaka kaumnya ol'eil

~

mamak dan anggota kaum fersebui,

Menurut H.Narulah Datuk Parapalih Nan Tuo SI—I,MM:'Kglua LGI]'II)A:{‘;E!
Adal - Alam Minangkabau di Sumaira Baral Dinana sejak adanya i'kgmlplt:k
perumahan yang di bangun Developer ,mak perkembangannya jauh berobah, di
banding dari pada20 tahun yang lewat, Yang terdahutunya di kota Padang banyak

di temui tanah yang lepas atau sav.ah dan ladang , namun sekarang clah banyak




hohah menjadi kawaan perumahan dan | pembanguna pasar serta jalan.Tetapi
akibat dari pembangunan tersebut tergjadilah perobahan pola cara pemikiran para
Mamak /Penghulu dan pemuka adat di Padang,

Jadi dengan adanya arau akibat dari peniualan harta pusaka kaumnya oleh
mamak dan anggola kaum lersebul, kchidupan ckonomi mercka bukannya
berabah menjadi maknwr ,malah menjadi melarat,

Tika dilihat da‘n' status social menurat adat, kaum yang memiliki pusaka
yang luas berarrti kaum tersebut berstatus social vang tinggi , sekarang :;lcnga11 di
Jualnya tanabk pusaka sehingga mengakibatkan status jauh  lebih rendah dari
masyarakat/kaum yang tidak memiliki tanah pusaka. Meliliat kehya_taan ini para
pemuika adat sangat prihatin melihat orang kaya yang miskin ditanahnya sendivi/di
kampung halamannya Kalau hal ini dibiarkan terus akan berakibat akan lilangtiya
salah saty dard nilai-nilai budaya Minang kabau ,dari sogi strukwur kepemilikan

tanah yang bersitat komunal .

Khususnya harta pusaka tinggi scbagai mana vang tclah dialami Hak
Ulayat Nagari dan Hak Ulayat sukn dibgberapa di Minang kaban telah habis
akibat dari perkembangan jaman,

Menurut  informasi, dari k.e:.!.ompok mamak  mengaku  mengatami
kehilangan  wibawanya di dalam  pandangan para kemenkannya di banding
sebelum scbelum dijualiomah pusaka.Para mamak ind mengakui wakiu melakukan
peraliian/menjual tanah haita pusaka Icamﬁnya tdak menghiraukan malah tidak
mempercayai lagi sumpah pasitiran dard né‘:nf:k moyang yang telah méwariskam

tanah pusaka kepadanya guna untuk mengayomi kesejahteraai ‘dnak cudu mereka




i kemudian hari Setelah tanah nusakanyn di lepas/dijual para mamak tersehut
merisy dirinys terkena kutukan  karena telah melehggar sumpoh pasitiran dan
merasa brealah serta melakukan penghianatan ferhadan kemenakannva,

Para mamak ini banyak melakukan akiifitas kehidupan social dalam

lingkungan keluargadimana, kewenakan  Gdak lagi minta fatwa atan  uasehat

kepada mamaknya.

Dari hasil penjuslan tanuh pusaka tersebut tidak dapal dimanfaatkan
karena Qi hasil penjualan & bigi rada < antara kaum | semakin bunyak anggola
kaum itu sernakin sedikit bagian vang mereka peraleh.

Bagi anggota kaum yang ada di perantavan enggan untuk kembali ke
kampung bhalamann ,ini disebabkan oleh karena lambing dari kebesaran serta
kemakmuwan dagi kawmn tersebut sudak tidak ada lagi.

Namun basgi anggota kaum ind dapat menyebabkan berkurangnys rasa
kekeluvargaan yang dulunya sangalal terjaga dengan baik dan kental, karcna in
discbabkan oleh harta yang Iﬁ:.::'tlp::kﬂﬂ pengikat bathi (ersebul disnlara sank
saudara alau kaum sudh Gdak [UIj%lgil lagi

Menurut responden ini dischabkan karena mamak  sudah fidak lagi
bertangoung jawab Lkepada kemenakan atas keadan ekonominya.Namun para
mamak 10 hanya sibuk memikirkan kehhidupan ekonomi kelvarganya. Dan jupa
Jwind wamak iidak lagi dapat wntuk dijadikan tulang punggung oleh kaumnya
Aeenakannya didalani mennempuh kehidupan,

Schingga fatwa adat tdak terjaga yang dahulunya anak di panglku

kemenakan dibimbing, namun sekarang berobak




Pengan terjadinya peralihan terbadap tanah pusaka tinggi perekutuan adat
Minangkabau  (Matrilineal ), ke tang aan lain untuk dijdikan Iahan perumahan ini
dapal mengakibatkan interaksi sovinl dalam pola hidup benﬁasyarakat, Mamak
kemenakan menjadi rengpang / hifang, hampir semua responden kakak,adiﬁ
percinpuann dan manml; kemenakan mengaku jarang sckali atay mamak tidak
m:_;ngunjungi rumakh gadan atau rumah asal.

Tundh pusaka di Minangkaban merupakan lambing kebesaran olek kaum
dan nvs;rupalcaﬂ suafl kebauggaan bagi ‘mggut'x kaum itu sencitd, sehingga kaum
ferscbut di iormati oleh arang banyalk,

Namun ini merupakan suatu hal yang merugikan dan
memalukan apabila terjadi penjualan harta pusaka tingpinya kecuali dalam hal
Mau dengan syarat yang telah ditentukan oleh aturan menurut adat,

E. Analiza.
2. Alasan Penjualan ‘'anah Pusaka ‘) ingei.

Apabila dilihat dan ke(-'! niuan adat Minanangkabaw , dimana penjualan
tanah pusakanya oleh suatu haum kecuali dalam keadaan yang sangut darurat
sifatnya seperti: }

l. Ruomah gadang lca;th'lsém

%
2. Gadich gadang alun balaki

Mayeik tabuju di tangah rumah ' o

[ &% ]

4. Mambangkik batang {arandam

Namun di lihat dari kenyatean yang ada sekarang tidek satupun ketentuan

adat yang fersebut diatas | yang dapat diguinakan schagai alasan fepat ataupun
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dalih unfuk menjuat tanah pusaka tinggi kepada developer untuk pemhangunan

dalam situasi terakir ini

Dari hasil penelitian ternvata terdapat berbagai alasan yang menvebabkan
masyarakat matrilineal dilokasi penelitian bersecia untnk menjual /’znezlgawﬁan
tanah pusaka tinggi mereka kepada pengusaha developer.
Apabila dilibat atau dipilih makaalas an tersehut dapat mencangkgup dna(2)

facior:s:

1. Alasan Bkonomis,.

LDengan  adanya penjualan tanah  pusaka ,dipekirakan  dapat mcrdbah
hehidupan dengan hasil penjualan tansh pusaka lersebulmercka dapat’ membuka
usaha teleapi pada kenyataannya sefelsh tanah pusaka kaumnya dijual hasil
penjualan tersebut di bagi-bagikan kepada anggota kiwum, pada waktu dijual
uangnya memang banyak telapi karena anggota kaum banyak maka uang hasi
penjualan tanah tersebut di bagi sama rata dengan senu anggota kawm .Ternyr.da
masging-masing anggota kaum mendapat vang bagian sangat sedikit . Dengan vang
yang sedikit itu cukup dijadikan modal usaha, yang akihirnya hasil penjualan
tanah pusaka tersebut di belikan untuk hal yang konsumtif dari alas an lersebut
diatas menapakan  lerjadinya pergeseran nilai-nilai yang selama i di pegang
leguh oleh masyarakat persekutan Mminangkabau.

Namun dengan ;'ealitzx. hidup yang modern cenderung untuk mendorong
manusia ke dnla. pola hidup konsumiif dengan ukuran serba materinlistis membuat

4

masyarakat awam bahkan masyarakat terdidik selalu meras kekurangan dan benda

0

: - e e e . o C a4 17
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vang ditawarkan oleh lingkungan sekarang it salah sau vang menjadi penyehab
masyarakat atou anggota kaum tidk menghinuakan akan  kebutuhan generasi
bertkuinya,

Hasii  penclitian  menggambarkan  bahwa pada  mwlanya  iingkat
perckonpmian  anggoln kawn  panifik anali sclempal  tidak  Degitu  rendaly,
persedian tanah untuk  memcnuld  kebutuhan kehidupan  anggota kaumnya,
schingus mercka tdak pernah mengalami kekurangan pangan.

Jadi dengan demikisn  keadaan  perekonomianlah yang menyebabkan
anggata persekutuanpemilik tanah pusaka tinggi setempat hersedi menjual tanah
pusaka kepada pengusaha perumahan/ developer .

2. Alasan Mqral Dan Tanpaung Jawab Angaota Kaum Terhadap

Kepala Kaumnya,

Hasil penclitian mcnunjukkan , dimana anggota kémzlfscbagian angg,‘ot;
mayarakal musih  memegang  teguh  adat dimana perassan sehing  semaly
merupakan langgung jawib moral tethadap anggola kaum (kepada Mamak Kepala
Kaum), aturan adat Minangkabau mengemukakan dimana: )

a Harta pusaka itu adalah harta yang turun temurun diterima dari Mamak ke Ninik

sefensnys,

b, Bahwa kemenakan memelihara Mamak dalam keadaan susah atau senang dan
membayarkan  hutang-hutangnya,  sdangkann  anak  tiddak  berbuat
demikian.Oleh scbab ity scbagai balas jasa harta diturunkan kepada kemenakn

dan Gduk kepada anak,
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¢. Dahwa hati .eseorang dicondongkan oleh  Allah kepada 'kemenakan,oleh

lr

“arenanya tidak sampai hati untuk memberikannya kepada orang vang

A
thkasthinya, (anaknya).

Dengan adanya ajaran adai Minangkabau yyang e o
menghendaki bahwa mamak kepala kaum yang, cIipilili harus bem;mtu 1-haksuc:h'1ya,
orang yangberlanggung jawab berbudi scrta sanggup memikirkan hari dcpan'
anak-kemenakannys & kemudionn  hard, schingg gencraéi berikulnya  tidak
kehilangan pedoman alag pegangan dalam menghadapt hidup dan kjehidupan.

Pisamping itu seorang Mamak Kepala Kaum mempun}mi;tangglmg Jjawab
te-rhaclap nilai-nifai atau wm‘isan-wnrisun nenek moyangnya, dimana m harus
hertangiung jawab terhadap masa Jampau ,dan terhadap masa se,kejlrﬂng serla masa
vang akan datang, ‘

Tanggung jawab masa - lampan  maksuanya,adath nini_l{ moyang yang
berbudi halus, itu telah mewariskan kecpada anakkcmcnakanny:;l berupa benda
raupun nilai-nilal yang bergunadan baik untuk geneas sek;u'ung;da_n s yang
akan dating Dianlaranya benda yang diwariskan iu aalsh tanah pusaka (inggi
Generasi sekarang harus bertanggung jawab untuk memelihara ,1';1¢mp6rrn!1anlmn
dan meariskan pada generasi bertkutnya. :

Sepeti halnya apabila tanah pusaka kaumnya da.lf;m keadaan seﬁ;gk@ta atau
lergacai  kepada  orang  lain maka generasi sekamﬁé berkewajlillwén
menyelesaikannya atau menebus harta pusakanya. : x L

|
Apabila tanggﬁng Jawab itu  disbaikan maka akan ‘mcnjg,akibatkan

kesengsaraan bagh anak  kemnenakan, maupun divinya sendid. i




O
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Tanggung  jawab  maga kini maksudnya generasi  sekarang  wajib
mempertehankan tanah pusakanya dengan core mempelajari dan mendalami
ataran adal mengenal tanah pusaka ,di samping it generasi sekarnp tidak ticdak
boloh meninggaikan masalaivpersoalan vang akan menjadi beban bagi generasi
yang aian d{xi:u.lg .

13 samping itv hasil penelitian menunjukan babwa ada schagian (lari
Mariak atou pemimpin kaum beroendapal balwa seiuakin lama anak kemenakan
berkembang dn anggota kaum kan Dertambah banyak, scdangkan tanah pusaka

semukin  berkurangluasnys karena  sebagian  sudash :dibangun- oléh E’riak
kemenakan untuk {empat lltl*“—hi},' dari menimbulkan masalah cllkbmudmn hari
atan akan menyebabkan saling hunuh-membunuh sesa amaanggota kaum,,lebih baik
dijual, ‘ B

Bila melihar dari alas an diatas menunjukan bahwa mamak k sckarang tidak
mau lagi memegang tanggung jawab vang telah di wariskan oleh niniknya dan i
ajavan adat yang dikemukakan dialas dapat di tarik kesimpulan | bahwa generasi
sekarang (Mamak Kepala Kaum sekarang) tidak biasa mengerbangkan tanggung

jawab  vang diserahkan kepadanya, sehingga ia telah meninggalkan atau
|
ewariskan permasalahan yang akan dipikul oleh generasi yang akan dating serta
- Mamak sckarang yang telah menjual tanak pusakanya berarti fa telah memakan
hak penerasi yang akan datang,
¢. Fakior Tksternal
Hilangnya rasa takut akan akibat pelanggaran terhadap sumpal pasitiran

dapat dipandang dari tcori rosionalitass Weber yang menganggap bila
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keknasan politik yang  menjalankan pemerintahan yang ragional maka
proses hukum dalam masvarakat akan  mengalami rasionalisasi Memang
sulil untuk secara rasional mencapai benang merah antara pranata sosiol
kekerabatan matrilineal dengan pranata  pemerintahan vang ada dan
berrakibat terhadap perubahan social,
Sistem kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan Mamak
kemenakan justry i Blarkan mendangkal unluk menjaga  keseimbangan
mayarakal y;-ing lebih besar dan lambal laug dgapal pula tumbuh jadi mores atau
nilat-nilai informal,
Dengan adanya perkembangan vang pesat terutama perkembang
An fisik kota, banyak di  tenfukan oleh kemudaban-kemudalan prasarana yang
ada kemudahan-kemudahan dalam proses pembebesan tanah, keﬁyataan ini telah
inenycbabkate perambatan  lahan terbangun menjadi perumahan dan batiyaknya
penjualan atau peralihan tanah pusaka persckutuan adat matrilineal di khawatirkan
gejula ini wkan menghilangkan dasar-dasar lig:saluaix'x hidup souial Iﬂ;my;-t::d;ui
persekuluan,
Pembangunan yang semarak hanya berorfentasi pada angka
angka pertumbuhan ekonomi secara makro yang tidek ditmbangi dengan
neningkatan soctal ckonomi masyarakal.
 Analisa Terhadap Pola Penjualan /Pelepasan Tanah Pusaka Tinggi,
Dalam petjualan /pelepasan tanah pusaka tinggi tidak selalu di
lakukan sccara musyawarah untuk mcndapét persctujuan dari anggota luinnya

oleh mamak kepala kuaurm,




Pembebasan tanah mslalui penjualan /pelepasan tanah yang

demikian adalah bersifat

keperdataan, dan menurnt ketentan adat kanm namug adajuga
yang melakukan dengan penipuan atau pemalsuan tanda tangan oleh pemimpin
kaumnya | karena menurut ketentuan adat tanah pusaka kaum hanva boleh, i
althkan, maksudnya digadaikan, tetani tidak anmi dijual.

Dengan pemalsuan fanda tangan oleh mamak kepala kaum agar
datam penjualan “Vanah pusaka kanmaya memenuhi syarat batk menurut hukum
adal maupun menurui hukum perdata fentang setujunya paa pihak (orang vang
behak lerhadap objek tersebul)maka lahirla sural peinyalaan pelepasn hak dan
pemilik , selanjutnya dibasw ke PPAT unuk dibuatkan akta jual-beli.

Jadi pola penjualan / pelepasan tanah pusaka linggi yang telah di uraikan ,
ini dapat mengacu kepada dua system hukum yani, hukum Agraria dan hukum
Adat sehingga terjadi dualisme hukum,

Hasil penelitian mamak kaym mensertifikatka tanahinya hanya bertujuan
untuk menjual bukan untuk semata-mata sebagai bukti pemilikan hak atas tanah
Karena dalam persertifikatan tansh dipertukan persetujuan dari seturuh anggota
kavm yntuk memberikan kuasa kepada mamak kepala kaum sebagai pemimpin
kaum, sehingga dalam sertifikathanya tercantum nama smamak kepada kaum atas
namd anggold kaum, dalam hal ini  KAN hanya berperan sebagai lermbaga q‘d'alt.
yang memberikan pengakuan pada pemerintah { Dadan pertanahan Nasional J
bahwa tanah yang liersebut memang milik kaum yang bersangkuan, yang, di tanda

tanpani oleh penghulu  penghuto suku dalam nagari. \pahila mamak kepala Loaum
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nenjual tanah pusakanya hanya dinerlukan tanda taingan anggnta kaum sehagai
pemberian persetujuan kepady  moamak kepala keum  untuk menjual tanah
paakanya, dengan adanya persefujuan dari angaota kaum berati jual-beli tanah

pusaka sudah sal,

Setelah  sertifikat  diterbitkan  tetapi  datom  datam penjuatan  tanah
pusakanya,  penghulu-penghuiu  suku  dalam nagari  (lembaga KAN) tidak
diiibalkan alau di thuiseriakan sedangkan menurul keenluan adabl dan kenyalaan
schari-hati apabila ada masalaly percalan dalam nagari baﬂc dalam hal masalah
social maupun maupun masalah tanah pusaka  diselesailan Ja dalam lkerap;aian

T AR T

adat nagart ( AN ) dan di selesaikan secara kekeluargaan,

Kalau dilihat dari hasil penelitian ,begity mudahnya terjadi penjualan /
peralihan tanah pusaka suatu kaum apabila angpota kaum telah menyetujui yang
di buktikan dengan tanda tangan dari anggota kaum.Bagaiman jika anggota kaum
tersebut - kebanyakan  fidak  memiliki pendidikan  formal sebagaimana  dari

hasilpenclitian,pada umumnya anggota kanm yang tidak berpendidikan | disisni

terjadi pembodohan anggota kaum oleh pemimpin kaum ( mamak kepala kaum ).

Dari hasit | di mana dari ganggam bauntuk  oleh masyaaka Minang dan
hakim sekarang ini, menurut adat ganggamm bauntuk dari pusaka kaum oleh suau
paruik / jurai adalah hanya hak menikmali hasil dari pusaka lnggi / pusaky kaum
dan bukan unuk dimiliki , walaupun sudah & sertifikatkan oleh paruik / jurai
tersebut atas nama mamak kepala kaum , tetapi paruik / jural yang lain telah

mendapat ganggan bauntuk masih berhak atas tanah v dan masith memiliki tanh




99

fersehul karena pada hakikatnya  tanah pusaka fingai / pusaka kaum terseehut

dalam kewarisannya tetap wuh dan datam keadaan tidalk terbagi:

! Analisa Dampak Positif dan Negaif tethadap di jualnya Tanah Pusaka Tinggi
terhadap Kaum
Adanya ketentuan adat sebagai upaya untuk mmﬁpctahankan nilai-nilaj aciat
matrtineal begitu juga fatwa adat, “adat nan ndak lakang dek paneh nan ndak
lapuic dek hujan™ namun dalam perkembangan masyarakat yang semakin
koimpleks ruembawa pengarult pada pola piker masyarakat persekuwan di
kota Padang.

Masyarakat selalu mengalami perubahan , baik sccara cepal maupun
lambat, perubalian I'c-mcL'-.ﬁ' inenyangkot berbagad bidang  kehidupan masyarakat
Indonesia khususnya magyavakat persekutuan Minangkabay.

Pemerintah kota melaksanakan pembangunan Jdalam rangka
menjalankan program pemerintah | fanpa memikirkan akses dari pembargunan it
sendit masyarakat persekutian maupun nilai-nilai adat, di mana pemeintah kot
atidak ikut melestarikan m‘lai—nilzﬁ adat tentang konsep struktur penguasaan taﬁah
pusaka di Minangkaban sehaga:i mana seperti hak Ulayat nagari maitpun Hak
Ulayat suku akibat dari perkemba:zlgim Jjaman,

Dari  hasi pcne]itiuﬁ pemerintah  hanya  lebih  mengutamakan
pembangunan . Nilai adal i kesampingkan alau di ‘nomor duakan karena nilai-
nilai adat di anggap dapat menghambat pembangunan. Apabila pemerintah akan
melaksnakan  pembangunan  akan  terbentur de ngan  tanah  pusaka.  Kalau

pemerintah mengkaji lebih dalam lagi makna dari ketentuan adat itu tidak akan
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menghambat pembanguna hanya sija cara pengelolaannya / pengalihannya yang

harus di sesuikan dengan keadan sekarang,

Menurut ketentuan adat pelaksaan pemerintah di Minangkabau di kenal
dengan  taki  bapilin  tgo  yakni  adt  basandi syarak, syarak basandi
kitabullah, Maksudnya pemerintahan i Minangkabay ada tiga {3 uhsu:: yang
memimpin maysrakat persekutuan ,yakni: dari unsure pemerrintah sendiri, unsure
alim wlarma, unsure cerdik pandai (pemitnpin adat). | |

Pemerintall  dalam melaksanakaﬁ “ roda lljetn‘bang‘unan,‘ htuius
menmperhatikan  nilai-nilal  agama  dan  nilai-nilai adat. Scorz_:ng nuuhak fm‘ng
mmimpin kaum di Minangkabau mempunyai tanggung jawab besar, d'ismpit{}gf: ia
bertanggung jawab kepada anak strinya ,ia Juga brkewajiban memikui ekonomi
soclal anale kemenakannya |, bogitu juga ferhadap orang sckamplmgn'_ﬁ , seporti
pepatah adat mongatakan.anak di pangku kemonakan di bimbing , orang
kampunng di pertenggangkan juga.

Adanya larangan ketat menurut adat terhaap penjualan / peralihan tanah
pusaka tinggi yang tertuang dalam pepatah adt vang telah mengemulkakan diatas
;maksudnya untuk menjaga kehidupan anak keemenakan di kemudian hari, tetapi
pemikiran yang demikian iidak lagi di pertahankan oleh mamak di man aekonomi
anak kemenakan untuk generasi berikutnya di anggap tidak lagi, dalam hal i
tegjadi pergeseran  nilai-nilai  adat  yang  kental rasa persaudaraannya
keheluarguanys mengarah pada corak individuallistis,

Narmun hasil penelitian menunjukan juga setelah tanah pusaka kaumnya ;'Ii
jual ,terabaikan pola hubungan mamak-kemienakan . Rutinitas Iﬂlnjnngan yang

PP PR . pods

[DPT-PUSTAR-UNDIF}

14
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dilakikan mamak ke mmah kemenakan ke rumah mamak tidak ada lagi . rasa
tanggung jawab mamak kepada kemenakan sudabh mulai pudar vang di pengaruhi

oleh kehidupan yang moderen dan individual,

Lengan adanya /marakny a pembangunan terhaddap perumahan yang
mengakibatikan banyaknya tanai pusak tinggi / pusaka kaum yang beralih dan
berobah meenjudi komplek perumahan, dandan ini dapai juga mempengaruhi pada
corak pelapisan sosialyang beraneka ragam.

Terjadinya  kepincangan dalam pemerataan ekomnomi di mana sebagian
anggota  kaum  anggota kaum semakin terpinggir kareﬁa ketidakmampuan
chonominyz akibat dari tdak adanya lahan vanbg akan di parap untuk memenuhi
kebutubian hidupnya.

H analisa Tanggapan dard Tokoh Pomcrintah Kota dan Tokbhfl\liasyarak?\‘t.

Hasil penelilin . menunjukan bahwa  pemerintah dalam  melaksanakan
pembangunan |, hany;{ berpedonian kepada hubungan hukum perdata | y:ﬂ-mi
dalam peralihan tanah ,di mana proses perfihan tanah banyak mcngncu i;;ndn
neralthan hak rﬁﬂik perorangan maupun hak milik vang d pcrolgh melaln
warisan , sysiem hukum perdata yang jauh berbeda dengan peralihan hak atas
tatali ad.at masyarakat persekutuan matrilineal |

Menurul hukum perdala , peralihun lunah milik perseorangsn  maupun
melalui pewarisan |, s penulik / ahli warls bebas menentukan kchcndak:nya
terhadap tanah miliknya.

Sedangkan menurut hukum adat mauilineal, tanah yang di peroleh melatui

pe warisan  darinenek moyangnyayaite berupa tanah pusaka Kaumv/pusak tinggd
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tidak holeh di alihkan atan di jual & lnar ketentuan adat, ia hanya mempeolteh hak
menikmati | dan semua angaota kaum berhak atas tanah pusaka tersebut termasuk

3 b}

generast akan catang,

Dengan  adanya  ketclambatan  pemerintah  kota ‘menyadari  akses
pembangunan di kota Paddang yang berakibat pada perpeseran nilai terhadap pola
tuhungan kekerabatan mamak kmenakan dan hubungan hukum antara mamak

sebagai tungganat dengan harta pusaka kaumnya .

Seorang mamak menurnt ketentuan adat kedudukannya hanya banyak
bewsifat lambing dan scbagai kepala keluarga. Dalam hal ini pemerintah knta tidak
dapat disalal kan sepenubnya, karena program pembangunan banyak di pengarubi
olch kebijakan pomerintal pusat kadangkala borbenturan dengan nilai-silal adat

- masyarakat persekutuan Minangkabau( matrilincal).

Oleh kavena itu dengan adanya reformasi , peerintal pusat telah member
kewenangan pada pemerintah dacrah berdasarkan undang-undang No : 22 tahun
1999 fentung “ Pemerintah Dacrahl © dimana dsersh 3 bed peluang  uniuk

mengatur dan mengurus rumah langganya sendin,

Namun kesempatan ini lidak di sia-siakan oleh pemeriniah daerah dalam

wcnala kembah bentub susunan permerinlahy daerah sesuai dengan Lupdisi social
sudaya masyarakat Sumatra Darat yang lebih dikenal dengan masyarakat adat

Minangkabau ,yang mana beniuk pemerintaban tertinggi berbentuk nagari dan

kampung bagian peemerintah terkecil.




Pemerintah Sumatra Darat dalam  menata kembali pemerintahan nagari
dengan mengeluarkan Peraturan daerah propinsi Sumatra Barat No. 9 tahun 2000

tentang pokok pemerintahan nagart,

Tujuan dari Perda ity sendi dipandang ofektif guna menciptakan
ketahanan  agama dan budya berdasarkan traddisi social budaya masyaml“u

Minang kabau yang selam ini df pingggirkan dan terabaikan .

Dengan kembalinya pemerintahan Nagari dengan sendirinya Lembaga
Adal Nagari / Kerapaman Ada Nagari ( KAN ) di fungsikan lagi yang bertugas
memehibara kelosianan adai serta menyelesaikan perselisthan Sako dan Pusako

dalam Nagari.

Part hasil wawancara pnnlis dengan pemerintah Kota dan Lembaga
Kerapatan  Adat Alm.n Minngkabou ( LKAAM ) mengatakan bahwa daerah
Sumatra Havat dan Lembaga Kerapatan Adat Alam f\fl!llc'n{.,lfdbdu sckarang sering,
mengadakan  seminar atay  periemuan pemuka  masyarakal adat Minangkabau
ttlang progrim pembanguna dan kelestian budaya agar ldak (erjdi benluran
antdra pembangunan dengan adat. Sehingga pembangunan tidak terhambat da adat

budaya tetap terjaga,

Jadi hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melihat gecara
nyata akses dari pembangunan sclama ini yang mengakibatkan rusaknya nilai-

]’l.llcll adat dan yang lebih mempuihatinkan keadaan kehidupan social ekonomi

- masyarakat persekuluan adal yang 'erlanjur menjual Lanah pusakanya.
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BABV

PENUTUP

A Fesimpntan

Tanah Pusaks Tinggi . tanah vang di miliki oleh suntu koum { kelompolk
masyarakal nukum adat yang erkecll yang sain keturunan berasal dari ibu ). vang
tela tun-temurun , sehinggs susah di buktikan asal usulnya secra tegas vang
pengawasannye berada di tanga mamak kepala kaum, ( mamak kepala waris ), dan di
poruntukan untuk kescjahteraan scheruh anggota kaum

Dalam  perkembangannva | baik Karen perkembangan penduduk
alaupun pembukaan lahan oleh investor unk perkebunan kelapa sawit kopi, karet
danr pembukaan lahan untuk transtaigrasi & Swmatre Barat hamipic habis , demikian
Juga lanuh Pusake Tingal terutame di kola-kola telah banyak beralth kepads pihak
lain. Pada prinsipnya, menurut hukum adat Minangkabat tanah pusaka tinggi sangnat
selektit’ untuk dapat di pindah tangankan | selain kesepakatan seluruh anggota kslmm
Juga harus ada alas an pemberat { ailu:natif‘ 3, yaitu: '

1. Rumah gadang warisan . .

2. Adat pugake tidak budul unfuk menyelengaarakan pemberizn pslar adat
3. Mayat terbujur di tengah rumah.atau tidak adanya biaya untuk

menyelenpearakan pemakaman,
<, Gadis  yang  balum  bersuanm,  unfuk  mendapatkan  jodob  untuk

inenyelenggarakan pestanys.




Rarena pada suay kaum sangat maly apabila tanah pusakanya dijual kepada

oratig lain |

Tanahk Puseke Tinggl, di Sumatra Barat khususnya di Kota Padang (

abjek penelitian ), jupa tolah banyak

IEN

beralih kepada pihak lain . yang di pergunakat

untuk hinglungan lokasi perumahan | pertokosn perkantoran atay presarana lainnya.

Menurui adat Minangkabau |, struktur kepemilikan dan pengasaan atag

tanaly terdiri dari;
1 Tanah Ulaylt Magari
2 Tanah Ulsvat Suky
3. Tanah Pusaka Tinggi
4. Tanah Pusaka Rendah

Dalam perkembangan suaty kaumn  tidak lagi mengindahkan als an

pemberal , dan suatu kaum menjual dengan alas an untuk mendapatken usng karena

pola hidup vang telah mulai konsumtif Karena harga yang tinggi , akan tetap

kenyatanya .masing-masing ann"ota lean

ngg im hanya memperoleh pembagian yangtidalk

perali karena terdapainya jumlah anggota kaum yang banyak.

Alasan-alasan anggota kaummenjual tanah pusakanya :

—

Untuk pembayaran hutans mamalk kpaly kaum .ep;zda pihak lain karens

anggeta kaum meras hertanggung jawab moral atas hu ang mamak kepala

keaum, ‘ ‘
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2. Alasan ckonomi yang ingin merobah tingkel kesejahtersan anggota kaum
karena dari hasil penjualan taph pusaks dapat di jadikan modal usaha oleh
anggota keum,

D mana prosedar paguaka tanh harta pasak tinppl menpacsu kepads dua

“sistim huleum vaitu ¢

- Menurot hukom agraria dan peraturan pelakssnaan lainnya yang man
asebelum tanali tersebut dijual terlebih dshulu harus dldaftal'ku.n pada
kantor BPM selempat untuk kepentingan pensertifikatan tanah,agar mudah
dalam penjualan hak atas tanab terscbut.

- Memrut hukum adat dengan l{eclu-dv.!f.:m dn lf.ev.'enmga;v mama‘f !cﬁ:p:tlalé

kKaum sebagal permimpin kaum maka di dalam sertifikat hanya yang i

cantumkan nama mamak kepala kaun yang Lnarumlal\~ atas anpgola kaum,
sehingga dale penjualsnnys anggola kaum cukup memberikan perselujuan
untuk menjua! harta pusikanya.

Dampak negatit’ dart pemualan tanah harta pusaka tinggi persekutuan adat
berarti telah  ikut membaniu  program  pemerintah  dalam  memenuhi kebutuhan
parumahan dan dmpak negatifnya Lhilangnya sendi atau tali perekat batin anggota
et dtw sendil yang dapat berpengaruh kpada tatenan socll mayaraket persekutaan
matrilineal yang bersitat kekelnargaan menuju individualistis.

Tangganan pemerintah kota dan mayarakat adat matrilineal akses dari
pembanguna  perumahan  banyak  lerjads penjualan wanah  pusaka  tinggl  kepada

developer yang telsh mengakibatkan terjadadinya pergeseran nilai-niai adat di mana




wrjadings pendungkalun pols hubupgan mamak kemenakan dengan alunya Ferdu
tentang ketentuan pokok kembali kepada pemerintahan nagaii diharapkan penerintah
dan pemuka adat menats kembali nilai-nilai adat yang telah terabaikan selama ini.

Daimpak yang lobili luas adalab tidak  ads lagi kebabangpan scbégai
pendudul asli Minangkabau karena tidak mempunyai tanah  pusaka.

[oary hasil pemelitian dimuna, bagi yang telsh menjual tanah pusakanya
barupa  taneh, selin  hilangouya  lapanagan  lapangan kerja sebagal tambahan
pendupatan , tetapi yang lebih penting telah mulai hilangnya rase ce,keluurg_éanl /
solidaritas disntara scsama anggots kaum katona fungst tanah pusaka yang sclam ini
menjadi perelat resa kekeluargaan telab tidak ada lagi . tidak ada lagi rase
kebunggann sebagis penduduk asli Minangkabau yang ditandai dengan mempunyai
wanah pusaka.

Dampak kain yung munea] karene dijualaye woeh pusaka tdek lersedia
lagi lahan untuk lokasi perumahan untuk anggota kaum/generasi kaum se!an_jut;wyn
.schigga mereka terpaksa menumpang hidu]; di tansh orang lain atau membeli tanah
dr loksal piggir knta.AkHirnya mareka menjadi tanu di daerah asalnya sendiri,

Dengan adanya kaum yang mau menjual tansh pusakanya untuk dijudi‘_kan

b

lekasi komplek perumahan , perkantoran dan srana lainnya dengan sendirinya secara

tidak langsung kaum teloh ikut membantu pemerintah di bidang pembangunan

prumaha /property,




3, Snewn-Surim
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Lictigain adunya b adan odin pusaka di Buiatia Baal (Manangkabay)

menurut hemat penulis masth perhy di pertahan

wankan sesual dengan sifat kekerabatan

mtrtineal yrag beraifat trun temiiun yang bertujuan untuk  kescjahtoraan ANgpota

kaum di bawnh pengawasan mamale kepala kaum.Dan keberadaan tanah pusaka

merupakan unsure yang menandukan seseorang i penduduk asli Minangkabau

disaiiping fa memiliki rumal gadang \pada perluburan |, gelar Sako ‘dan juga tansh

pusaka merupaka

n kebanggaan darui suatu kaum serta sebagia alat perekat batin
G E & :

SeRAINA anggota kaun

Untuk i, dalam menjual  tanah tersebut betul-betul berdasarkan

;

kesepukatan seluruh angEola Kaum, agar jangan sampai werjadl suatu perselisihan di

kemudian hard Jyang akn merusak keutuhan kawn itu sendiri.

Dun apsbily sustu kuum ingin menjual tungh pusakanya hendaknya menjadi

tan rumah di kmpung halamanya, jangan sampni mereka terpinggirkan karena

masuknya pendatang/ penduduk am, unntuk ity harusish dilakukan secara selektit,

aniara lain:

- Apabila tanah pusaka itu di jual adalah untuk kepenntingan pembangunan

/membantu pemerintabiunsure kepentingan social
Jedapat mungkin jangan di jual tanah  Ashan produktit’ (sawah,

ladlang, tambalk




Banyaknya pusaka kaum / pusaka tnegi vang telah beraiih kepemilikannya oleh
rsrnabh dijual kepast pengusaba poraiiiboan ( Developer ) mengakibalkan kesengsaninn
Uit iy sendin maupul bupgld aiggola haunuiya. Duoana dalau persibianaunya
hertentangann dengan ketentuan adat Minangkabau , kareng tan;*h pusaka mililk semua
unggota kawm yang mengelola tanah pusaka hanya menikmati sa

Dialam perauhannya / penjualan tanah pusaka kaum !uusalia ungegi menimbulkan
foasalah schingga adanys mamak lepala Kaum yang di gugat oleh anggota kaumnya

Kalena damu pryualan tanal pusakae tersebut tidak sernua angpota kaurm di doutsertalkai:
dan juga tidak dengan musyawarah dengan semua anggota kaum,

Pesainya pombanguna perurachan ¢ Sumatra Barat khususnya di Minangkabau
menyensbkan nilai janah menjadi naik selungga mempengaruhi pola piker masyarakat
persekuatuan Minangkahau temrtama marsak kepala kaum schagai pemimpin kaumnys
tidak lagl ikut memikirkan socizl ekonomii anggot kaumnya.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penjualan / pelepasan tanah pusak
tinggi oleh magyarakat adat alesannya sangat sederhana yaitu uang hasil penjualan tanah
pusaka di bagi-bagikan pada anggota kaum unruk dijadikan modal saha dan terserah
anggota Kaum dan dari pada menlinbulkan masalah di kenmwudian hari bapl anak
Keinenakan lebii baik di jual .Begitu juga pola peralihan /penjualan tanah pusaka tinggl
itu hegitu mudah hanva berdasarkan kewenangan vang dimiliki mamak kepala kaum
untuk wnjum tanah pusakanya, Fadanghkaly d1 kuti denpan pem'a].,uan tanda tangan
angeois Kaumnya oleh mamak kaum.

Dengan banyakoya permasalahon tanah pusaka kaom di Minanpgkaban penulis
tertarik _uu.la}\uk;n penelitian . Dimana iesis penulis tentang masalah tanah pusaka di
M i'mng‘rﬁbau dengan judul” Kajian terhadap Penjualan Tanah Pusaka Tinggi Dalam
Folubsanaan Pernbangunan Lulmmp Perkernbungan Kaum di Kelurshan Gunung
Panggiiun Kec. Padang Ulara”™ dengan melakukan penelitian di Kee. Padang Litaradengan
perumusan masalah sehagai harikut: ~
. Mengapa persekutuan hukum adat Matrilineal / kaum di Minangkabau mau melepas
tanah pu‘;-‘—‘ik"i tingginya?

2. Bagut man polu prosedur melepaskan alzu menjual tanah pusak tingui?.

3. Bagaimana dampak positif dan negatifinya terhadap di jualnya tanh pusaka tinggi

4 Pagaimana sikap pemerintah kata dan masyarakat hukum adat Minangkahau

Khususnya di kota Padang terhadap di jualnya/ pelepsan tanah pusaka tinggi?

Adapunn tujusn dari penelitian ini actalah:

1. N‘Ic:n;,eta}mi alasgan-alassan pny«:-bal': perekutuan hukum adat / kaurn untuk
menjual lanah pusaka tingginya pada Tievelop.

2. Mengthui syarat-syarat atau langkah apakah vang di tempuh oleh suatu kaum
dltulk nenjual tanah pusaka tingginya dan bagaimana pola /prosedure peralihan
atau pelenasan

30 Unluk menctehul dumpak positil sun neghf akibat dijualnya 7 di lepasnya taneh
harfa pusaka tnggi bagi kaum umuk menjual tanah pusaka tinggi hagi kaum yang
hersangkutan maupun masyarakat luas di Minangkabau dari aspek social dan

i1
u;.l\uuu;lu.




-+ vlengetahur bagaimana sikup pemenntab kol dan masyarakal persekuluan adat di

Minangkabau terhadap di jual /pelepasan tanah puseka tinggi.

Sedangklan metode pencelitian yang dipakal dalam penelitian ini adalah
menygunakan sosiolegal research dan bersifat deskriptif, teknik pengambilan sampling
dabam bentuk purposi§ dan penentuan dengan menggunakan “Snowball Sampling” serta
Jtus data yang dikuinpulkan adalah dia deskriptil dalan bentuk data primer dengar tidak
mengenyampingkan data sekunder. Data prime di peroleh duri responden di lokast
penelitian sedanglkan dt sekunder di ambil peraturan-peraturan dokumen adalah seminar
Jambo dan sejenis vang berkaitan dengan objek penelitian,

Dampak dati penjualan tanab pusaks tingpi tersebut yantu disisi lain
pembaigunan kota pesetnya schingga sswah dan ladang telah berobah menjadi kompiek
nerumahan dengan bangunan yvang mepnh. Sedangkan di sisilain anggota kaum pemilik
tanab semula menjadi terpinggir dan tergusur darri kampung halamannya sndin, malah
ada vanp menvews ramah di darsh lnin yanp renda sews rumahaya,

Dby snabisn peoutis mcnpkaji akecan dan persekotnan adat menjual tanah
pusthanya ada dual 27)

1 Alasan Intemnal

a. Alasan Thonemidengan menjual tanah pusaka tersebut dapat dijadikan modal

usthia,

v Abirany tanganng jawab sl anpgeta keum terhadap hutang, mamak bapak
Kautn, kuiena adanya raa seluna scmaly menurat adat,

2 Adasen Cksternal Jyvaute pemerintah dalim menjatankan program pembangunanya
dengan mengeluarkan peraturan untuk pembangunan uniuk peramahan , yang
menyababian meninglkainya harga tanah hal ini mendorong mamak dan anggota’
kanm mepvebabkan meningkatnya havga tanah, hal ini mehdorong mamalk dan
anggota kaum untuk menjual tanahnya tanpa mengindahkan ketentuan adat,

Jadi tanggapan pemerintah kota terhadap banyaknya tanah pusaka vang di jua!
oleh persekutuan adal Minsnghabau akibat dari pembungunan hal ind sangat
mempribatinkan pemenntah darah meskipun Pemerintah Dagrah Somatra Barat terlambat
mengantisifikani akaos dan pembanpunan kot dengan adanya undang-nndang Mo 22
wehiun 1999 memberi kesempalan bagi peneriniuh daerah untuk meata kemball pranata
social vang selama inn terabarkan.

Fesimpulan ;pesalnys pembangunan pertimeahan di kots padeny skan selaly
heriiadapan dengan tanah pusaka tinggi / pusaka kaum | karena pada wnumnya tanah di
kota Padang adalah tanah hak milik adat. Dimana peralihannya membuat hukum adat
sangal sulit sekall sebab harus memenuhit kelentuan yang telah di selujui oleh seluruh
kanm atan pemulsa adat dan mamak kepala wans.
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